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DISERTASI
KECENDERUNGAN PENYALAHGUNAAN ASET:

MULTI-PERSPECTIVE FRAUD MODEL

KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan landasan teori penelitian yang digunakan sesuai dengan
tujuan penelitian. Pada bagian ini disajikan bahasan mengenai teori-teori yang
mendasari penelitian, penelitian empiris, model teoritis dan roadmap penelitian, model

empiris, serta pengembangan hipotesis.
2.1. Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) adalah salah satu psikolog pertama yang menggambarkan istilah
atribusi. Fritz Heider (1958) pertama kali mengemukakan teori atribusi dan selanjutnya
dikembangkan oleh Harold Kelley (1967, 1972), Edward Jones dan Keith Davis
(1965), dan Bernard Weiner (1974). Heider (1958) adalah pencetus konsep atribusi
kognitif, tetapi Weiner dan rekannya (mis., Jones et al. 1972; Weiner, 1986)
mengembangkan kerangka teori yang telah menjadi paradigma penelitian psikologi

sosial.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah
laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang
terjadi dalam diri seseorang sehingga memahami tingkah laku seseorang dan orang lain.
Teori Atribusi mempelajari proses menafsirkan suatu peristiwa oleh seseorang,
mempelajari bagaimana seseorang menafsirkan alasan atau penyebab perilakunya

(Luthans, 1998). Teori atribusi mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan
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atau memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Respons terhadap suatu peristiwa
yang kita berikan tergantung pada interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut (Harold
Kelley, 1973, dalam Graham, 1991). Meskipun Heider (1976) mengatakan atribusi
adalah bagian dari persepsi kami tentang lingkungan. Anda akan mempertimbangkan

atribusi yang terjadi setiap kali Anda menyadari lingkungan Anda.

Menurut Fritz Heider, setiap orang hanyalah ilmuwan semu yang mencoba
memahami tindakan orang lain dengan mengumpulkan dan mengintegrasikan beberapa
data sampai mereka memiliki penjelasan yang masuk akal mengapa orang lain
berperilaku dalam beberapa cara. Atribusi adalah metode untuk menyimpulkan dari
tindakan nyata mereka motivasi, keinginan, dan karakteristik orang lain. Baron dan
Byrne (1979) mengatakan atribusi adalah salah satu proses pembentukan kesan. Di
mana Anda dapat melihat proses pembentukan interpretasi ini berdasarkan stereotip,
teori kepribadian, dan atribusi. Karena itu, atribusi adalah teori yang mengeksplorasi
upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab tindakan kita dan orang lain. Pada
dasarnya, istilah atribusi mengacu pada penyebab berbasis kejadian atau hasil berdasar
persepsi individu. Dengan kata lain, gagasan itu berfokus pada bagaimana pertanyaan
"mengapa"” dapat dijawab oleh orang-orang ?. Filosofi atribusi berkaitan dengan
bagaimana orang memahami peristiwa dan bagaimana perasaan dan tindakan mereka

meresponsnya.

Teori atribusi memberikan gambaran yang menarik mengenai tingkah laku
manusia. Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya
bertingkah laku.Penelitian atribusi, menurut Harvey & Weary (1984), terkait dengan
upaya untuk memahami faktor-faktor yang terlibat dalam penyebab yang dirasakan.
M.L.Snyder & Wicklund (1981) juga berpendapat bahwa orang ingin melihat diri
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mereka sendiri dengan serangkaian perilaku. Setiap orang hanya mencoba memahami
perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan mencampurkan beberapa data sampai
mereka mendapatkan penjelasan yang masuk akal tentang alasan orang lain berperilaku
dengan cara tertentu. Dengan kata lain, seseorang hanya berusaha mencari alasan
mengapa seseorang melakukannya dengan cara tertentu. Teori atribusi mengasumsikan
bahwa orang berusaha menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka
lakukan, yaitu karakteristik yang memicu tindakan. Seseorang yang ingin memahami
mengapa orang lain melakukan sesuatu dan sedang mencoba untuk menetapkan satu

atau lebih pemicu dari tindakan itu.
Jenis Atribusi

Kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk
menjelaskan segala sesuatu (sifat ilmuwan manusia), termasuk apa yang ada dibalik

perilaku orang lain. Heider mengungkapkan dua jenis atribusi, yaitu:

1. Atribusi kausalitas (sebab—akibat), yaitu teori yang mempertanyakan apakah
perilaku orang lain itu dipengaruhi oleh faktor internal (personal) ataukah faktor
eksternal (situasional).

2. Atribusi kejujuran, yang mempertanyakan sejauh mana pernyataan seseorang
menyimpang dari pernyataan umum dan sejauh mana orang tersebut mendapatkan

keuntungan dari pernyataan yang diajukan

Fritz Heider adalah yang pertama menelaah atribusi kausalitas. Menurut Heider,
bila mengamati perilaku sosial, pertama—tama menentukan dahulu apa yang

menyebabkannya, faktor situasional atau personal; dalam teori atribusi lazim disebut
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kausalitas eksternal (atribusi eksternal) dan kausalitas internal (atribusi internal).

Heider membagi sumber atribusi ini menjadi dua, yaitu

1. Atribusi internal atau atribusi disposisional, yaitu tingkah laku seseorang yang
berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau
disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku).

2. Atribusi eksternal atau atribusi lingkungan, yaitu tingkah laku seseorang yang

berasal dari situasi tempat/lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan.

Salah satu pendekatan yang menyediakan dasar untuk memahami hubungan
antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa
tindakan seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan eksternal dan kekuatan internal.
Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika orang mengamati tindakan
individu, mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut dipicu oleh faktor
internal atau eksternal (Robbins, 2008). Atribusi internal adalah faktor-faktor yang
datang dari seseorang seperti kemampuan atau usaha, sedangkan atribusi eksternal atau
kekuatan lingkungan adalah faktor eksternal. Seseorang termotivasi atas dasar ini untuk
memahami lingkungan dan penyebab peristiwa tertentu. Pada atribusi internal, kita
menyimpulkan bahwa karakter atau disposisi (elemen psikologis sebelum perilaku)
menyebabkan perilaku seseorang. Faktor eksternal dapat berfungsi sebagai mediator

hubungan variabel.
Teori Atribusi dari Harold Kelly

Setiap ide atau perilaku yang akan dilakukan seseorang akan dipengaruhi oleh faktor

eksternal dan internal. Menurut teori atribusi dari Harold Kelly (1972) dalam Robbins
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dan Judge (2008), kita menyimpulkan kausalitas internal atau eksternal dengan

memperhatikan tiga hal:

Konsensus-perilaku yang diperlihatkan jika setiap orang mengalami situasi yang sama
dan bereaksi dengan cara yang sama, dengan kata lain, jika orang lain menerima bahwa
perilaku mereka didorong oleh beberapa karakteristik pribadi. Dari sudut pandang
atribusi, jika perilaku seseorang unik maka dikatakan bahwa tindakan tersebut memiliki
konsensus yang rendah. Jika konsensus tinggi, diharapkan bahwa orang akan

memberikan situasi dengan atribusi eksternal.

Perbedaan - perilaku yang ditunjukkan oleh individu secara berbeda dalam situasi yang
berbeda, dengan kata lain perilaku, ketika dihadapkan pada situasi yang sama, dapat
dibedakan dari perilaku orang lain. Apakah tindakan itu luar biasa atau tidak adalah apa
yang ingin kita pelajari. Jika luar biasa, pengamat cenderung memberikan atribusi
eksternal perilaku. Jika tindakan itu tidak luar biasa, tampaknya akan dinilai secara

internal.

Konsistensi — perilaku yang sama dari waktu ke waktu dalam tindakan seseorang. Fritz
Heider juga mengklaim bahwa kekuatan internal (atribut pribadi) seperti kemampuan,
komitmen dan kelelahan serta kekuatan eksternal (atribut lingkungan) seperti cuaca dan
hukum bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa penentu
tindakan yang paling signifikan adalah merasa secara tidak langsung. Ketika orang
merasakan atribut internal mereka lebih dari atribut eksternal mereka, mereka mungkin

berperilaku berbeda.

Kelley mengembangkan teorinya berdasarkan karya Heider. Kelley lebih

menekankan pada unsur lingkungan atau luar diri individu. Atribusi didefinisikan oleh
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Kelley sebagai proses mempersepsi sifat-sifat dispositional (yang sudah ada) pada
satuan—satuan (entities) di dalam suatu lingkungan (environment). Faktor—faktor yang
menyebabkan orang lebih cenderung ke atribusi eksternal atau atribusi internal inilah
yang menjadi pusat perhatian teori Kelley. Beliau berpandangan bahwa suatu tindakan
merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Oleh karena itu,
Kelley mengajukan suatu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hal-hal yang

menunjuk pada penyebab tindakan, apakah daya internal atau daya eksternal.
Teori Atribusi sebagai landasan teori penelitian

Penelitian ini menggunakan landasan teori utama yaitu teori atribusi. Dalam
penelitian ini, penggunaan teori atribusi sebagai landasan teori dengan pertimbangan
bahwa teori ini berpendapat bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi (a)
kekuatan internal (atribusi internal) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri
seseorang, seperti kemampuan atau usaha dan (b) kekuatan eksternal yaitu faktor yang

datang dari luar atau situasional.

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan
mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan atau atribut yang menyebabkan
perilaku. Secara eksplisit dan secara implisit, atribusi secara langsung mempengaruhi
perilaku atau memediasi hubungan antara faktor-faktor lain dan perilaku (Graham,
1991). Pendiri Teori atribusi mengatakan bila mengamati perilaku sosial, pertama—tama
menentukan dahulu apa yang menyebabkannya, faktor situasional atau personal.
Seseorang ingin memahami mengapa orang melakukan sesuatu dan akan mengaitkan
satu atau lebih penyebab perilaku itu. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa
ketika orang mengamati tindakan individu, mereka mencoba menentukan apakah

perilaku tersebut dipicu oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 2008).
32



Pemakaian teori atribusi dalam penelitian dapat mengakomodir hubungan
variabel yang ada dalam model Multi-perspective fraud yang multidimensional dan
kompleks yang terdiri dari kekuatan internal dan eksternal (situasional). Teori atribusi
dapat menjelaskan pengaruh faktor internal dan pengaruh faktor eksternal dalam
penyalahgunaan aset. Penelitian Model Multi-perspective fraud ini menguji dan
membuktikan secara empiris perilaku penyalahgunaan aset dari berbagai perspektif
yaitu: individu, sosial, organisasi, dan lingkungan. Teori atribusi dapat menjelaskan
pengaruh faktor internal meliputi variabel rasionalisasi, tekanan keuangan, greed,
intensitas moral. Faktor eksternal meliputi: faktor sosial dengan variabel Peer influence
dan Outcome expectancies; faktor organisasi dengan variabel kesempatan (opportunity);
faktor lingkungan dengan variabel Lingkungan kerja psikososial. Penelitian telah
membuktikan mengapa penyalahgunaan aset itu dilakukan atau atribut apa saja yang
menyebabkan perilaku tersebut dengan memahami sebab-sebab kejadian atau perilaku
penyalahgunaan aset. Berdasarkan pemikiran inilah maka teori atribusi dijadikan

landasan teori secara umum untuk penelitian ini.

2.2.  Teori Pendukung

2.2.1. Social Learning Theory

Social Learning Theory (SLT) dikembangkan oleh Albert Bandura (1976, 1986).
Bandura (1976) menyatakan bahwa individu dalam konteks sosial dipengaruhi oleh
perilaku orang lain. Sebuah komponen fundamental dari Social learning theory
(Bandura, 1976, 1986) adalah gagasan dari pembelajaran dari pihak lain yang

merupakan mekanisme penting dari modifikasi perilaku seseorang. SLT mengusulkan
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bahwa seorang individu dapat mempelajari perilaku umum yang diterima dan/atau tidak
dapat diterima dengan mengamati perilaku contoh dari orang lain. Teori pembelajaran
sosial menggunakan penjelasan-penjelasan penguatan eksternal dan penjelasan-
penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain.
Dalam pandangan belajar sosial “manusia” itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan

dari dalam namun juga tidak “didorong” oleh stimulus-stimulus lingkungan.

Belajar didefinisikan dengan perubahan permanen yang relevan dalam perilaku
(Kazdin, 1975) dan hal ini terjadi melalui pemodelan. Dalam tahap perkembangan,
Social learning theory berbeda dari teori-teori perilaku lain yang dalam hal ini dianggap
sebagai interaksi pengaruh timbal balik antara kognitif, perilaku, dan lingkungan.
Sebagaimana pernyataan Bandura (1976), "Dalam pandangan pembelajaran sosial,
orang-orang tidak didorong oleh kekuatan batin atau diterpa rangsangan lingkungan.
Perubahan fungsi psikologis dijelaskan dengan interaksi timbal balik yang
berkesinambungan dari determinan pribadi dan lingkungan”. Tindakan yang diambil
olen seorang individu akan mempengaruhi lingkungan, yang pada gilirannya
mempengaruhi perilaku individu. Dengan demikian, prinsip utama dari teori ini adalah
bahwa perilaku merupakan hasil sampingan dari individu dan lingkungan, bukan hanya

satu sisi.

Pengambilan keputusan etis tidak terjadi dalam ruang hampa; moralitas tidak
hanya fenomena individu, tetapi juga fenomena sosial (Jones dan Ryan (1997), individu
cenderung untuk memeriksa isyarat-isyarat sosial dalam menentukan tingkat moralitas
mereka sendiri. Implikasi sosial merupakan kunci dari hukuman dalam organisasi.
Dengan mengandalkan keadilan dan Social learning theory, Trevino (1992)

menekankan implikasi sosial merupakan kunci dari hukuman dalam organisasi.
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Konsep-Konsep Utama Social Learning Theory

Proses modeling. Peniruan atau modelling merupakan "the direct, mechanical
reproduction of behavior" reproduksi perilaku langsung dan mekanis (Baran & Dauvis,
2000). Modeling merupakan sarana penyebaran nilai-nilai konteks sosial, sikap, dan
perilaku (Weaver, Trevino, & Agle, 2005) dan efektif ketika seorang individu mampu
menerapkan perilaku model untuk suatu situasi. Suatu hal yang paling penting, individu
menginternalisasi perilaku yang dipelajari, sengaja atau tidak sengaja, melalui pengaruh
dari contoh (Bandura, 1976). Oleh karena itu, seorang individu, melalui proses
pemodelan yang sukses, mampu dengan cepat mereproduksi perilaku yang ditunjukkan
olen model (Bandura, 1977; Davis & Luthans, 1980). Modeling terjadi karena
pembelajaran melalui pengamatan.

Pembelajaran melalui pengamatan (observational learning) ada dua jenis.
Pertama, penguatan terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain atau vicarious
conditioning. Kedua, penguatan melalui pembelajaran melalui pengamatan dengan
meniru perilaku suatu model meskipun tidak mendapatkan penguatan atau pelemahan
yang pada saat pengamat itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan
sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut serta mengharapkan mendapat
pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu.
Reinforcement (Penguatan). Proses penguatan merupakan bentuk utama dari cara
belajar seseorang. Proses penguatan juga merupakan konsep sentral dari proses belajar
sosial. Dalam teori kognitif sosial, penguatan bekerja melalui efek penghambatan
(inhibitory effects) dan efek membiarkan (disinhibitory effects). Efek yang disebutkan
di atas tidak tergantung pada penghargaan dan hukuman yang sebenarnya, namun pada
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penguatan apa yang dialami orang lain tapi dirasakan seseorang sebagai pengalamannya
sendiri (vicarious reinforcement). Menurut Bandura (1986), vicarious reinforcement
terjadi karena konsep pengharapan hasil (outcome expectations) dan harapan hasil
(outcome expectancies).
Self-efficacy. SLT juga mempertimbangkan konsep pentingnya kemampuan sang
"pengamat/pemerhati” untuk menampilkan sebuah perilaku khusus dan kepercayaan
yang dipunyainya untuk menampilkan perilaku tersebut. Kepercayaan ini disebut
dengan self-efficacy atau efikasi diri (Bandura, 1977). Self-efficacy dipandang sebagai
sebuah prasayarat kritis dari perubahan perilaku.
Social learning theory sebagai landasan teori penelitian

SLT digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian disertasi ini dengan
pertimbangan bahwa; kecurangan tidak lepas dari pengaruh sosial, proses peniruan
(modeling) cukup kuat dalam perilaku etis individu, dan adanya proses penguatan
(reinforcement). Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
Pengaruh faktor sosial: Teori SLT menunjukkan bahwa pengaruh faktor sosial
mempengaruhi ketika orang terus membandingkan diri dengan orang lain untuk
memastikan apakah hal itu sesuai atau tidak dengan perilaku mereka sendiri. Manusia
cenderung mencari lingkungan sosial sebagai isyarat yang akan membantu mereka
dalam membuat keputusan etis, yang menyebabkan mereka terbuka untuk dipengaruhi
oleh perilaku dari rujukan lain, termasuk rekan sejawat (Festinger, 1954). Pengambilan
keputusan etis tidak terjadi dalam ruang hampa; moralitas tidak hanya fenomena
individu, tetapi juga fenomena sosial (Jones dan Ryan (1997). Individu cenderung untuk
memeriksa isyarat-isyarat sosial seperti perilaku rekan dalam menentukan tingkat

moralitas mereka sendiri.
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Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa kecurangan tidak lepas dari pengaruh

faktor sosial. Selain fokus pada pelaku, Fraud adalah unik untuk konteks sosial.
Misalnya, motivasi untuk penipuan yang diidentifikasi dari studi di Amerika - seperti
uang, ideologi, pemaksaan dan ego atau hak (Kranacher et al. 2011) tidak terlihat dalam
kasus kecurangan di Cina (Czielewski, 2012). Dengan demikian faktor sosial
berpengaruh dimana kecurangan tersebut terjadi.
Modeling (proses peniruan): Salah satu konsep yang ada di Social Learning Theory
(SLT) adalah Modelling atau peniruan yang merupakan reproduksi perilaku yang
langsung dan mekanis (Baran & Davis, 2000). SLT mengusulkan perilaku yang akan
ditiru melalui pembelajaran pihak lain atau pengamatan, meskipun pengalaman
langsung dapat membantu seseorang dalam menentukan perilaku masa depan. Semua
pengetahuan dan keterampilan mungkin berasal dari pengalaman langsung juga dapat
diperoleh dengan mengamati perilaku orang lain (Bandura, 1986). Melalui berbagai
proses, SLT mendalilkan bahwa seorang individu akan meniru perilaku yang
diamatinya. Jika seorang saksi rekan individu terlibat dalam perilaku yang tidak etis,
ada kemungkinan, bahwa pemerhati juga akan terlibat dalam perilaku yang tidak etis
(O’Fallon, 2007).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dan kecurangan
dapat dipicu oleh adanya pengaruh rekan dari proses peniruan (misalnya: Wells, 2004;
O'fallon, 2007; Jones & Kavanagh, 1996; Trevino, 1986; Zey-Ferrell & Ferrell, 1982;
Deshpande et al. 2006; Zey-Ferrell et al. 1979, Keith et al. 2003; O'Fallon dan
Butterfield, 2005). Berdasarkan pertimbangan bahwa kecurangan tidak lepas dari

pengaruh sosial dan proses peniruan (modeling) cukup kuat dalam perilaku etis
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individu, maka dapat disimpulkan konsep yang ada dalam SLT dapat digunakan sebagai
landasan teori dalam penelitian disertasi ini.
Social Learning Theory dan Peer influence

Salah satu konsep yang ada di Social Learnig Theory (SLT) adalah Modelling
atau peniruan. SLT memberikan penjelasan yang jelas bagaimana perilaku rekan yang
tidak etis mempengaruhi perilaku tidak etis individu. Dalam literatur pengambilan
keputusan etis, sejumlah model teoritis menggambarkan bagaimana aspek lingkungan
sosial mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan etis (misalnya, Trevino,
1986). Beberapa model termasuk Peer influence merupakan aspek penting dari
lingkungan sosial. SLT telah diterapkan untuk penelitian organisasi dan akademik untuk
memeriksa beragam masalah. Penelitian lebih lanjut saat ini telah berhasil menerapkan
SLT untuk mempelajari pengambilan keputusan etis (Ashkanasy et al. 2006; Kuo &
Hsu, 2001; Trevino & Ball, 1992; Trevino & Youngblood, 1990).

Individu mempertimbangkan pikiran, perasaan, dan peran orang lain yang
berpotensi terpengaruh oleh keputusan. Hal ini berdasarkan pemikiran Kolberg (1969)
yang menyatakan alasan pentingnya Peer influence dalam pengambilan keputusan etis
adalah karena untuk maju dalam kemampuan penalaran moral mereka, individu harus
mempertimbangkan pikiran, perasaan, dan peran orang lain yang berpotensi terpengaruh
oleh keputusan (Arnett & Hunt, 2002). Dengan demikian, sebagai proses kemajuan
individu dalam setiap tahap, ada sedikit penekanan pada kepentingan diri mereka sendiri
dan penekanan kuat atas peran pihak lain disekitarnya. Oleh karena itu, sebagian besar
individu, cukup rentan terhadap Peer influence. Sebagai argumen di atas dan bukti-bukti
menunjukkan, peran rekan sejawat dalam pengambilan keputusan etis adalah penting,

namun sering merupakan elemen yang diabaikan.
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Social learning theory menekankan bahwa banyak perilaku manusia dipelajari
melalui pengaruh contoh. Modeling merupakan sarana penyebaran nilai-nilai konteks
sosial, sikap, dan perilaku (Weaver, Trevino, & Agle, 2005) dan efektif ketika seorang
individu mampu menerapkan perilaku model untuk suatu situasi. Individu belajar
dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensinya bagi mereka (McCabe dan
Trevino, 1993). Jadi, menurut teori pembelajaran sosial, melihat rujukan lain berhasil
meningkatkan kecenderungan pengamat untuk berperilaku dengan cara yang sama.

Dalam berbagai lingkungan, individu sering melihat ke peran model untuk
membimbing perilaku. Hal ini terutama berlaku dalam situasi baru atau ambigu, seperti
yang sering terjadi ketika perilaku memiliki implikasi etis. Dalam keadaan seperti itu,
individu cenderung untuk mencari arah dari perilaku orang lain (Zimbardo & Leippe,
1991). Jika rekan terlibat dalam perilaku yang tidak etis, pemerhati cenderung untuk
terlibat dalam vicarious learning, dan kemudian akan mengikuti dan terlibat dalam
perilaku yang tidak etis. Suatu hal yang paling penting, individu menginternalisasi
perilaku yang dipelajari, sengaja atau tidak sengaja, melalui pengaruh dari contoh
(Bandura, 1976). Oleh karena itu, seorang individu, melalui proses pemodelan yang
sukses, mampu dengan cepat mereproduksi perilaku yang ditunjukkan oleh model
(Bandura, 1977; Davis & Luthans, 1980).

2.2.2. Social Exchange Theory

Sudut pandang Social exchange theory (teori pertukaran sosial) berpendapat
bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan
mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang diterima (Monge dan
Contractor, 2003). Social Exchange Theory melihat antara perilaku dengan lingkungan

terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal). Karena lingkungan kita

39



umumnya terdiri dari orang lain, maka kita dan orang lain dianggap memiliki perilaku
yang saling terkait. Dalam hubungan itu ada unsur imbalan (reward), pengorbanan
(cost) dan profit (keuntungan). Reward adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui
pengorbanan, pengorbanan adalah semua yang dihindari, dan keuntungan dikurangi
dengan pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri dari pertukaran sekurang-kurangnya
antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi.

Perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan
menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku
tersebut tidak ditampilkan. Homans (1974) menyatakan semua tindakan yang dilakukan
oleh seseorang, makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin
cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu tadi. Bagi Homans, prinsip
dasar pertukaran sosial adalah “distributive justice” atau aturan yang mengatakan bahwa
sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Proposisi yang terkenal sehubungan
dengan prinsip tersebut berbunyi “seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang
lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan
pengorbanan yang telah dikeluarkannya makin tinggi pengorbanan, makin tinggi
imbalannya dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan
Investasinya makin tinggi investasi, makin tinggi keuntungan”.

Asumsi Social Exchange Theory
Social Exchange Theory mempunyai beberapa asumsi, yaitu;

1. Manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman.

Pemikiran bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman sesuai
dengan konseptualisasi pengurangan dorongan (Roloff, 1981). Pendekatan ini

menunjukkan bahwa perilaku orang dimotivasi oleh mekanisme penggerak internal.

40



Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan

proses eksekusi itu menyenangkan.

2. Manusia adalah makhluk rasional. Manusia adalah makhluk rasional sebagai asumsi
penting bagi teori pertukaran sosial.

3. Standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan
bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu orang ke orang lainnya. Tidak ada standar
yang bisa digunakan siapa pun untuk menentukan apa pengorbanan dan penghargaan.
Elemen Social Exchange Theory

Menurut Thibaut dan Kelley (1959), ada 4 elemen dalam teori pertukaran sosial yang
digunakan dalam menganalisa suatu hubungan yaitu, Rewards, Costs, Outcome, dan
Comparison Level.

e Rewards (imbalan) adalah elemen positif yang bermanfaat untuk meningkatkan
nilai positif dalam suatu hubungan. Contohnya adalah perilaku positif seperti
rasa hormat, mendengarkan, pujian, dan lain-lain.

e Cost (Biaya) adalah elemen negatif yang mungkin bisa memecahkan hubungan.

e Qutcome (Hasil) adalah penggabungan nilai antara penghargaan dan biaya.
Misalkan nilai penghargaan lebih tinggi dari nilai biaya (R> C), berarti hasilnya
bagus. Itu berarti hubungan itu berjalan cukup baik. Namun, jika nilai
penghargaan lebih rendah dari nilai biaya (R <C), hasil yang dihasilkan tidak
begitu baik.

e Comparison Level adalah standar komparasi (parameter) hubungan yang tengah

kita jalani dengan hubungan kita yang lain sebagai pembanding.

41



Social Exchange Theory sebagai Landasan Teori Penelitian

Hubungan variabel outcome expectancies dengan kecurangan penyalahgunaan
aset juga didukung dengan social exchange theory. Salah satu hal yang mendasari
social exchange theory adalah adanya asumsi di Social Exchange Theory dimana
manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Pemikiran bahwa manusia
mencari penghargaan dan menghindari hukuman sesuai dengan konseptualisasi
pengurangan dorongan (Roloff, 1981). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perilaku
orang dimotivasi oleh mekanisme penggerak internal. Ketika orang merasakan
dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan proses eksekusi itu
menyenangkan.

Social Exchange Theory juga melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat
hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal). Dalam hubungan tersebut terdapat
unsur imbalan (reward), pengorbanan (cost) dan keuntungan (profit). Jadi perilaku
seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi
dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak
ditampilkan. Homans (1974) menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh
seseorang, makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin
cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu tadi.

Studi sebelumnya menyatakan bahwa penguatan atas imbalan dan hukuman yang
akan diterima berpengaruh langsung terhadap perilaku etis, efek penguatan perilaku,
serta memberi efek positif dan negatif perilaku (misalnya; McCabe & Trevino, 1997;
Trevino & Youngblood, 1990; Buckley et al. 1998; Ashkanasy, Windsor, & Trevino,
2006; Butterfield, Trevino, & Ball, 1996; Trevino & Ball, 1992; Tenbrunsel & Messick,

1999). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Outcome expectancies yang dalam hal ini
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imbalan dan punishment severity juga berpengaruh terhadap kecurangan (Hollinger dan
Clark, 1983; Wirl, 1998; Zulkarnain, 2013; Ramamoorti et al. 2008; Tenbrunsel, 1998).
Sesuai dengan Social Exchange Theory, perilaku manusia itu banyak dipengaruhi
harapannya atas tindakan yang dilakukan baik karena imbalan ataupun hukuman.

Berdasarkan pertimbangan manusia penguatan atas imbalan dan hukuman yang
akan diterima berpengaruh langsung terhadap perilaku etis, memberi efek penguatan
perilaku, serta memberi efek positif dan negatif perilaku yang sesuai dengan asumsi dan
elemen yang ada dalam Social Exchange Theory. Di dalam SET terdapat asumsi
manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman serta teori ini juga melihat
antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi
(reciprocal). Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (reward), pengorbanan
(cost) dan keuntungan (profit), maka dapat disimpulkan asumsi dan elemen yang ada
dalam Social Exchange Theory ini juga dapat digunakan sebagai landasan teori dalam
penelitian disertasi ini.
2.3.  Fraud Triangle

Salah satu teori yang berhubungan dengan kecurangan (fraud) adalah Fraud
Triangle atau teori segitiga kecurangan (Cohen et al. 2011) yang dikemukakan oleh
seorang kriminolog Donald Cressey pada tahun 1953. Cressey mengusulkan faktor-
faktor penyebab terjadinya fraud berdasarkan penelitian di tahun 1950 yang menyatakan
bahwa harus ada alasan di balik segala sesuatu yang dilakukan orang melakukan
kecurangan. Berdasarkan wawancara dengan narapidana di Illinois State Penitentiary di
Joliet, Cressey melihat karakteristik umum di kalangan narapidana menjalani hukuman
karena pelanggaran white-collar. Dia mewawancarai 250 penjahat dalam jangka waktu

5 bulan dimana menemunkan dua kriteria perilakunya: (i) pada awalnya, orang
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menerima tanggung jawab kepercayaan dengan itikad baik, dan (ii) keadaan membuat
mereka melanggar kepercayaan.

Cressey (1953) berdasarkan pengamatannya membuat tiga kriteria hipotesis untuk
pelanggaran pidana atas kepercayaan: (1) masalah keuangan non-shareable; (2)
pengetahuan tentang cara kerja dari perusahaan tertentu dan kesempatan untuk
melanggar posisi kepercayaan; dan (3) kemampuan untuk menyesuaikan persepsi diri
seseorang sehingga dalam pikiran pelanggar kepercayaan bukanlah perilaku kriminal.
Cressey (1953) menghipotesis bahwa untuk terjadinya kecurangan, masing-masing tiga
kriteria harus hadir: tekanan yang dirasakan, peluang dirasakan, dan rasionalisasi. Salah
satu representasi dari teorinya, akhirnya berkembang menjadi apa yang kita kenal
sekarang sebagai “Fraud Triangle ”.

Fraud Triangle  mencerminkan tiga sisi yang merepresentasikan tekanan
persepsian (perceived pressure), kesempatan atau peluang persepsian (perceived
opportunity), dan yang terakhir merepresentasikan rasionalisasi (rationalization).
Penelitian Cressey (1953) atas perilaku penggelapan dari white collar crime yang
berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan (emblezzer/occupational offender)
kemudian digeneralir menjadi teori perilaku fraud secara luas. Perkembangan
kemudian, teori Fraud Triangle telah didukung secara luas oleh profesi auditor
dalammenyusun berbagai standar sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan (Kassem

dan Higson, 2012).

Adapun gambar model Fraud Triangle adalah sebagai berikut:
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Perceived
Opportunity
Fraud Triangle
Perceived Rationalization
Pressure
Gambar 2.1.

Fraud Triangle (Cressey, 1953)

2.3.1. Tekanan Atau Motivasi

Tekanan yang dirasakan atau tekanan persepsian adalah salah satu alasan
mengapa seseorang melakukan kecurangan. Tekanan atau Motivasi berkaitan dengan
usaha mencapai suatu tujuan yang merupakan interaksi individu dengan situasi (Robin
dan Judge, 2007). Tekanan merupakan faktor yang signifikan untuk melakukan
kecurangan (Lister, 2007). Tekanan mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan
perilaku yang tidak etis. Setiap melakukan kecurangan pelaku menghadapi beberapa
tekanan untuk melakukan perilaku tidak etis (Abdullahi dan Mansor, 2015). Tekanan ini
dapat berupa keuangan maupun tekanan non-keuangan. Tekanan yang dirasakan bisa
ada dalam berbagai cara, terutama yang membutuhkan keuangan non-sharable.
Tekanan keuangan diakui sebagai faktor yang paling umum yang menyebabkan suatu
entitas untuk terlibat dalam tindakan jahat. Secara khusus, sekitar 95% dari semua
kasus kecurangan yang dilakukan karena tekanan keuangan (Albrecht et al. 2006).

Banyak jenis tekanan yang memotivasi seseorang melakukan kecurangan. Lister
(2007) menentukan tiga jenis tekanan yaitu; tekanan pribadi, stres kerja, dan tekanan

eksternal. Menurut Rae dan Subramanian (2008) tekanan berkaitan dengan motivasi
45



karyawan untuk melakukan kecurangan karena keserakahan atau tekanan keuangan
pribadi. Vona (2008) dan Rasha dan Andrew (2012) percaya bahwa tekanan pribadi dan
perusahaan adalah motif utama untuk melakukan kecurangan. Interaksi dari unsur-unsur
di atas menyebabkan seorang individu untuk melakukan kecurangan (Rosefield, 1988;
Vona, 2008; Okezie 2012 dan Rasha dan Andrew, 2012). Chen dan Elder (2007)
mengakui enam kategori dasar tekanan; pelanggaran kewajiban, masalah pribadi,
inversi perusahaan, pencapaian posisi dan hubungan antara karyawan. Albrecht et al.
(2008) mengkategorikan tekanan dalam empat kelompok termasuk ekonomi, jabatan,
berkaitan dengan pekerjaan dan tekanan lainnya.

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa tekanan dapat dibagi kedalam empat
kelompok utama; (1) tekanan keuangan, (2) tekanan untuk melakukan perbuatan jahat,

dan (3) tekanan lainnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tekanan keuangan: Tekanan keuangan adalah tipe tekanan yang paling umum
untuk melakukan kecurangan. Beberapa riset menyatakan bahwa sekiter 95%
dari kecurangan yang ada melibatkan tekanan keuangan ataupun tekanan untuk
melakukan perbuatan jahat. Tekanan keuangan umumnya terkait langsung
dengan individu, termasuk dalam hal-hal berikut: sifat serakah, hidup di atas
rata-rata gaya hidup orang pada umumnya, tagihan yang tinggi dan hutang
pribadi, kredit yang tidak menguntungkan, kerugian keuangan secara pribadi,
dan kebutuhan keuangan yang tidak terduga.

b) Tekanan untuk melakukan perbuatan jahat: Permasalahan yang terkait dengan
tekanan keuangan adalah motivasi yang timbul oleh adanya tekanan untuk

melakukan perbuatan jahat, seperti judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan
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d)

hubungan diluar pernikahan yang cukup mahal. Tekanan untuk melakukan
perbuatan jahat adalah jenis tekanan terburuk untuk melakukan kecurangan.
Tekanan terkait pekerjaan: Orang-orang juga dapat melakukan tindakan
kecurangan terhadap atasan atau orang lain. Faktor-faktor seperti sedikitnya
pengakuan terhadap Kinerja, perasaan tidak puas terhadap pekerjaan, ketakutan
akan kehilangan pekerjaan, keinginan mendapatkan promosi, dan dibayar tidak
semestinya telah memotivasi beberapa kecurangan.

Tekanan lainnya: Kecurangan juga dapat dimotivasi oleh tekanan lain seperti
suami/istri yang bersikukuh pada gaya hidup yang berlebihan. Hal itu
menjadikannya serakah dan menginginkan hal yang lebih dari kemampuan.
Kondisi yang sulit untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan.
Sebagaimana diketahui tujuan sebagian besar orang dalam masyarakat
kapitalistik adalah untuk memperoleh kekayaan serta mengukur sukses dengan
seberapa banyak uang atau kekayaan yang diperoleh. Bagi beberapa orang

menjadi orang yang sukses lebih penting daripada menjadi orang yang jujur.

Peran faktor keuangan sangat penting dalam membentuk perilaku kecurangan.

Menurut Cressey (1953) motivasi seseorang melakukan kecurangan adalah problem
keuangan, baik berupa kebutuhan keuangan untuk mempertahankan atau untuk
meningkatkan status, problem keuangan karena permasalahan pribadi atau akibat
perubahan bisnis eksternal. Problem finansial karena merupakan tipe problem yang
umumnya diselesaikan dengan mencuri uang atau asset lain. Albrecht et al. (2007) juga
menyebutkan bahwa tekanan terbesar yang mendorong perilaku fraud adalah masalah
finansial. Hubungan atasan-bawahan juga dapat menjadi motivasi fraud. Kecurangan

juga dapat dilakukan untuk menguntungkan satu orang (pegawai) atau organisasi.
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Kecurangan pegawai terjadi ketika seorang pegawai berupaya melakukan penggelapan
dari pimpinannya (Zimberlman et al. 2014). Tekanan yang berbeda memotivasi
individu melakukan kecurangan demi kepentingan sendiri.

2.3.2. Kesempatan (opportunity)

Kesempatan akan membuka peluang terjadinya kecurangan, hal ini akan
membuka jalan terjadinya kecurangan, walaupun pada awalnya tidak ada niat dari
dalam diri pelaku untuk melakukannya. Beberapa peneliti menjelaskan kesempatan
sebagai kondisi diluar individu. Menurut Cressey (1953), kesempatan atau peluang
yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi
tindakan tidak jujur. Dorminey et al. (2012) menjelaskan peluang persepsian sebagai
persepsi individu bahwa ada kelemahan pengendalian dan persepsi bahwa kemungkinan
fraud terdeteksi sangat kecil. Hal ini dapat terjadi karena adanya internal kontrol
perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang.
Di antara ketiga elemen Fraud Triangle, opportunity (kesempatan) merupakan elemen
yang paling memungkinkan untuk diminimalisasi melalui penerapan proses, prosedur,
dan kontrol serta upaya deteksi dini terhadap fraud. Cressey (1953) menyatakan bahwa
masalah keuangan yang tidak dapat dibagi kepada orang lain, tidak dengan sendirinya
menimbulkan tindakan fraud.

Persepsi adanya kesempatan memicu terjadinya kecurangan. Kesempatan
mengacu pada kemampuan dan kekuatan seorang karyawan untuk mewujudkan
kelemahan dari sistem organisasi dan mengambil keuntungan dengan membuat
kecurangan yang memungkinkan (Rae dan Subramanian, 2008). Kesempatan sebagai
kemampuan untuk mengesampingkan kontrol kecurangan (Wilson, 2004). Konsep

kesempatan/peluang menunjukkan bahwa orang akan mengambil keuntungan dari
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situasi yang tersedia bagi mereka (Kelly dan Hartley, 2010). Peluang ada dalam persepsi
dan keyakinan dari pelaku. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah resiko
tertangkap, semakin besar kemungkinan itu kecurangan akan berlangsung (Cressey
1953). Beberapa faktor menyebabkan adanya kesempatan untuk melakukan kegiatan
kecurangan dalam organisasi seperti kelalaian atas kebijakan pelanggaran karyawan dan
kurangnya tindakan disipliner (Sauser, 2007).

Tekanan mendorong individu untuk melakukan fraud, namun individu akan
bertindak curang jika merasakan adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan
fraud tanpa diketahui atau terdeteksi (Wells, 2005). Peluang diciptakan oleh kontrol
efektif atau sistem pemerintahan yang memungkinkan seorang individu untuk
melakukan kecurangan organisasi. Di bidang akuntansi, hal ini disebut sebagai
kelemahan pengendalian internal. Menurut  Association of Fraud Examiners,
kecurangan terjadi ketika seorang karyawan sengaja menyalahgunakan aset di
organisasinya bekerja. Kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pemisahan tugas
serta kurangnya hukuman yang efektif untuk kejahatan kerah putih (Huefner, 2011).

Kesempatan memiliki dua aspek: (i) kerentanan yang melekat pada organisasi
untuk melakukan manipulasi, dan (ii) kondisi organisasi yang dapat menjamin
kecurangan terjadi. Kenyon dan Tilton (2006) mengatakan bahwa kontrol internal yang
lemah, kurangnya pengawasan, pemisahan tugas tidak memadai dapat menciptakan
kesempatan untuk melakukan kecurangan. Peluang persepsian membutuhkan
kemampuan untuk melakukan fraud tanpa tertangkap atau terdeteksi. Faktor yang
meningkatkan peluang persepsian adalah asumsi pemberi kerja atau atasan tidak

waspadaserta asumsi bahwa karyawan tidak secara regular diperiksa atau dikontrol dan
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keyakinan bahwa tidak ada yang akan menilai perilaku fraud sebagai suatu pelanggaran

serius (Sauser, 2007).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 tentang SPIP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan di Jakarta, 28 Agustus 2008
lalu oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan ini juga
telah disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
PP tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal didasarkan pada pemikiran bahwa Sistem
Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya
manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat
dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka
penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan

secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam Penjelasan PP No. 60 tahun 2008, dijabarkan unsur-unsur Sistem
Pengendalian Intern yang mengacu pada unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yang
telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan di berbagai Negara yang paling tidak
telah mengakomodir teori praktis pada paragraf dua tersebut di atas. Unsur-unsur SPI
yang dimaksud dalam PP tersebut adalah meliputi:
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. Lingkungan pengendalian: Pimpinan instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus
menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang
menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern serta

manajemen yang sehat.

. Penilaian risiko: Pengendalian internal harus memberikan penilaian terhadap risiko

yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

. Kegiatan pengendalian: Kegiatan pengendalian membantu memastikan apakah arah
pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian harus efisien

dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

. Informasi dan komunikasi: Informasi harus dicatat dan dilaporkan ke kepala instansi
pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk dan
sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi

pemerintah melakukan kontrol dan tanggung jawabnya.

. Pemantauan: Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu

dan memastikan rekomendasi hasil audit dan review lainnya segera diltindaklanjuti.

Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian

internal yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern

mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik,

standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pedoman pelaksanaan SPIP mencakup

penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan
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bimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor perangkat kontrol

internal pemerintah.

2.3.3. Rasionalisasi

Rasionalisasi memungkinkan seseorang melakukan kecurangan dengan mencari
pembenaran atas tindakan tidak etis yang dilakukannya. Rasionalisasi adalah justifikasi
pribadi atau pembenaran pribadi atas tindakan yang dilakukannya (Wells, 2005).
Rasionalisasi ditunjukkan saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan
kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar si
pelaku dapat mencerna perilakunya yang ilegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya
sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi akan
ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi (Cressey (1953). Konsep ini menunjukkan
bahwa pelaku harus merumuskan beberapa ide yang dapat diterima secara moral
kepadanya sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi merupakan
upaya untuk mengurangi disonansi kognitif dalam diri individu (Ramamoorti, 2008;
Ramamoorti et al. 2009). Cressey (1950, 1953) mengamati bahwa orang yang
melakukan kecurangan berkeinginan untuk tetap dalam zona kenyamanan moral
mereka. Oleh karena itu, setidaknya secara internal, pelaku berusaha untuk

membenarkan tindakan kecurangan sebelum tindakan kecurangan pertama.

Rasionalisasi melibatkan perubahan persepsi seseorang tentang situasi atau
lingkungan sosial untuk membenarkan perilaku mereka (Festinger, 1962). Menurut
Murphy dan Dacin (2012), ada tiga jalur menuju terjadinya kecurangan: 1) melalui
kurangnya kesadaran karena faktor situasional yang kuat, 2) melalui rasionalisasi
dikombinasikan dengan intuisi moral sebelum melakukan kecurangan, dan 3) melalui

rasionalisasi setelah melakukan kecurangan. Jadi rasionalisasi memainkan peran kunci
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dalam dua dari tiga jalur. Rasionalisasi tampak ada dimana-mana, baik secara teoritis
maupun empiris (Callahan, 2004). Parahnya lagi, orang yang melakukan rasionalisasi
tidak segan-segan terus melakukan kecurangan namun mereka percaya diri sebagai

individu yang bermoral dan individu yang taat hukum.

Rasionalisasi mengacu pada pembenaran dan alasan bahwa perilaku tidak
bermoral berbeda dari kegiatan kriminal. Jika seorang individu tidak bisa membenarkan
tindakan tidak jujur, tidak mungkin bahwa ia akan terlibat dalam kecurangan. Beberapa
contoh rasionalisasi perilaku kecurangan antara lain: "Saya hanya meminjam uang",
"saya berhak atas uang karena majikan saya curang pada saya”. Selain itu, beberapa
alasan penipu aksi mereka antara lain: "Aku harus mencuri untuk menyediakan untuk
keluarga saya","beberapa orang melakukannya mengapa tidak aku juga "(Cressey,

1953). Hampir semua kecurangan melibatkan elemen rasionalisasi.

Individu yang melakukan kecurangan memiliki mind-set tertentu yang
memungkinkan mereka untuk membenarkan alasan tindakan kecurangan mereka
(Hooper dan Pornelli, 2010). Seorang pelaku kecurangan umumnya tidak ingin
dianggap sebagai pelanggar, namun cenderung menganggap bahwa apa yang akan
dilakukannya adalah sebagai pengecualian dalam kondisi dilema yang dihadapinya.
Pelaku fraud umumnya tidak memandang dirinya sebagai penjahat, maka dibutuhkan
suatu proses kognitif untuk membenarkan perilaku fraud khususnya dalam kondisi yang
dihadapinya (Wells, 2005). Pelaku merasionalisasi tindakan tidak jujur agar tidak
merasa bersalah. Rasionalisasi yang sama seringkali memungkinkan dilakukannya
tindakan kecurangan. Biasanya kecurangan akan dilakukan dengan membohongi orang
lain. Tetapi, pelaku akan membohongi dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu

adalah benar (Zimbelman et al. 2014).
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Rasionalisasi adalah pembenaran dari perilaku kecurangan karena kurangnya
integritas pribadi karyawan, atau penalaran moral (Rae dan Subramanian, 2008).
Kecenderungan untuk melakukan kecurangan tergantung pada nilai-nilai etika serta
pada sikap pribadi mereka individu (Kenyon dan Tilton, 2006). Trompeter et al. (2013)
menemukan bahwa rasionalisasi (pembenaran moral yang setelah kecurangan) dan
konstruk terkait erat netralisasi (pembenaran moral yang sebelum kecurangan) telah

diperiksa secara luas oleh peneliti non-akuntansi dalam berbagai pengaturan.

Dalam kecurangan, rasionalisasi terjadi sebelum perbuatan curang. Akibatnya,
rasionalisasi sering dibahas dalam upaya anti-kecurangan melalui pelatihan dan
kesadaran. Memahami sifat sebenarnya dari kecurangan pembenaran adalah penting
untuk benar merumuskan langkah-langkah anti-fraud. Sebagaimana dicatat oleh Hogan
et al. (2008) dan Murphy dan Dacin (2011), elemen segitiga kecurangan ini menerima
paling sedikit perhatian dari para peneliti akuntansi. Masih banyak pekerjaan yang harus
dilakukan dalam menyempurnakan konsep rasionalisasi di daerah kecurangan, terutama

penelitian empirik berusaha untuk memvalidasi atau menyelidiki lebih lanjut.

2.3.5. Perkembangan Model Fraud Triangle

Sejak Fraud Triangle dikembangkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953, telah
banyak penelitian yang berhubungan dengan Fraud Triangle. Riset-riset yang
dilakukan berhubungan dengan identifikasi faktor-faktor yang menciptakan tekanan,
peluang, serta rasionalisasi juga dilakukan riset-riset yang terkait dengan tanggung
jawab auditor dalam rangka untuk pendeteksian fraud. Fraud Triangle memberikan
model konseptual efisien yang luas sebagai bantuan untuk masyarakat anti-fraud dalam
memahami anteseden kecurangan. Beberapa model dan teori kecurangan diperpanjang

dalam upaya untuk menjelaskan mengapa individu melakukan kecurangan dan
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kejahatan keuangan di luar pemikiran yang diberikan oleh Fraud Triangle. Model-
model tambahan berusaha untuk mengidentifikasi anteseden psikologis atau sosiologis
tambahan (kepribadian dan karakteristik perilaku) untuk menggambarkan orang-orang

cenderung ke arah kecurangan.

Model-model yang dikembangkan sebagai perpanjangan Fraud Triangle ini,
antara lain:Triangle of Fraud Action,Fraud Scale, M.1.C.E., Fraud Diamond, the A-B-C
analysis of white-collar crime, dan Fraud GONE. Teori-teori tambahan membangun
Fraud Triangle dengan cara yang bermanfaat untuk instruktur, peneliti, dan praktisi,
memberikan wawasan yang lebih besar kemungkinan motivasi yang memicu fraud.
Garis antara pelaku dan kejahatan merupakan vektor probabilitas, di mana banyak
faktor menengahi atau moderat adanya kemungkinan kecurangan. Rincian penjelasan

perkembangan teori Fraud Triangle dapat dijelaskan berikut:
Triangle of Fraud Action

Sebuah pengembangan dari Fraud Triangle dengan nama Triangle of Fraud
Action atau disebut Elemen Kecurangan (Albrecht et al. 2006; Kranacher et al. 2011).
Fraud Triangle mengidentifikasi kondisi di mana kecurangan dapat terjadi, sedangkan
Triangle of Fraud Action menggambarkan tindakan seseorang yang dilakukan untuk
melakukan kecurangan tersebut. Tiga komponen dari the Triangle of Fraud Action
adalah the act, concealment, and conversion. The act itu merupakan pelaksanaan dan
metodologi  kecurangan, concealment merupakan menyembunyikan tindakan
kecurangan; conversion adalah proses mengubah keuntungan haram menjadi sesuatu

yang dapat digunakan oleh pelaku dengan cara yang tampaknya sah.

Nilai tambahan dari the Triangle of Fraud Action adalah model ini merupakan

tindakan spesifik yang dapat didokumentasikan dengan bukti, serta titik kontrol di mana
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kecurangan atau kecurangan potensial dapat dicegah, terdeteksi, atau direhabilitasi. The
Triangle of Fraud Action berharga untuk penyidik di mana adanya bukti yang
diperlukan. Sementara Fraud Triangle menunjukkan penyidik mengapa orang mungkin
melakukan kecurangan, jejak pembuktian mungkin lemah atau tidak ada. Tekanan dan
rasionalisasi unsur keuangan Fraud Triangle secara tidak langsung diamati. Dengan
demikian, kurangnya bukti kecurangan bukan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi
(Ramamoorti 2008). Oleh karena itu Triangle of Fraud Action merupakan model untuk
mendeteksi kejahatan kerah putih untuk memperoleh bukti pihak kejaksaan. Bukti

tindakan, penyembunyian, dan konversi dapat dikumpulkan dan disajikan.
The Fraud Scale

The Fraud Scale dikembangkan melalui analisis dari 212 kecurangan pada awal
tahun 1980 (Albrecht et al. 1984). Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh
dari auditor internal perusahaan yang menjadi korban kecurangan. Albrecht dan rekan-
rekannya percaya bahwa kecurangan itu sulit untuk diprediksi dan pelaku kecurangan
bekerja, sebagai sebuah kelompok yang sulit untuk diidentifikasi. Berdasarkan hasil
penelitian mereka, Albrecht et al. (1984) mengusulkan The Fraud Scale, yang
bergantung pada dua komponen dari Fraud Triangle, tekanan dan peluang, tapi

menggantikan rasionalisasi dengan integritas pribadi.

Dalam The Fraud Scale, tingkat risiko fraud ditentukan secara bersama-sama
dengan mempertimbangkan tiga kriteria keseimbangan tekanan, kesempatan, dan
integritas. Manfaat pengujian integritas adalah integritas individu dapat disimpulkan
dari perilaku masa lalu. Sebagai contoh, integritas seseorang tercermin dalam
keputusannya serta dalam proses pengambilan keputusan. Suatu hal yang penting,

integritas pribadi mempengaruhi probabilitas bahwa seorang individu mungkin
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merasionalisasi perilaku yang tidak pantas. Orang dengan integritas yang lebih besar
akan lebih kecil kemungkinannya untuk membentuk rasionalisasi untuk membenarkan
perilaku yang tidak pantas. Berdasarkan perspektif itu, integritas merupakan

penyempurnaan dari konstruk rasionalisasi.
Akronim M.I1.C.E

Akronim MICE yang dikembangkan dari Fraud Triangle dikembangkan oleh
Kranacheret al.(2011). Sebuah peluang yang sangat besar untuk penelitian masa depan
mungkin melibatkan penjelajahan berbagai sumber tekanan, selain tekanan keuangan.
Pembahasan terbaru menunjukkan bahwa motivasi dari pelaku kecurangan dapat lebih

tepat diperluas dan diidentifikasi dengan singkatan M.I.C.E. (Kranacher et al. 2011):
M = Money, | = Ideology, C = Coersion (Pemaksaan), E = Ego

M-1-C-E memodifikasi sisi tekanan dari Fraud Triangle, karena menyediakan
perluasan dari motivasi diluar tekanan keuangan. Uang dan ego tampaknya motivasi
umum untuk melakukan kecurangan. Sejarah kasus Madoff, Stanford, Enron,
WorldCom, Adelphia memberikan contoh di mana pelaku dihukum tampaknya

dimotivasi oleh ego atau hak, serta uang.

Ideologi mungkin motivasi yang sering kurang terjadi untuk kejahatan kerah
putih. Beberapa contoh terjadi dalam kejahatan kerah putih, misalnya, penggelapan
pajak, di mana pelaku menyebutkan bahwa "pajak adalah inkonstitusional™” atau "Saya
membayar cukup pajak”. Berdasarkan perspektif etika, dengan ideologi bertujuan
membenarkan tindakan pelaku mencuri uang atau berpartisipasi dalam tindakan

kecurangan atau kejahatan keuangan dengan menggunakan argumen mereka.

Dalam sebuah studi, Ramamoorti et al. (2009) meneliti kejahatan kerah putih

eksekutif dan mencoba untuk memahami mengapa orang yang kaya, berpengaruh, dan
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anggota terkemuka dari masyarakat akan beresiko terlibat dalam kejahatan kerah putih.
Mereka menyimpulkan bahwa perbandingan status sosial adalah yang mungkin cukup

untuk memotivasi dalam mendapatkan komisi kecurangan.
Fraud Diamond: Menambahkan Kapabilitas Pelaku

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa Fraud Triangle dapat
ditingkatkan untuk meningkatkan pencegahan kecurangan dan pendeteksian dengan
mempertimbangkan unsur keempat, yaitu; Kapabilitas. Selain menangani
motivasi/tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, Fraud Diamond memberikan
pertimbangan kapabilitas individu, yang digambarkan sebagai sifat-sifat pribadi
individu dan kemampuan yang memainkan peran utama agar kecurangan dapat benar-

benar terjadi.

Fraud Diamond memodifikasi sisi kesempatan Fraud Triangle, karena tanpa
kapabilitas, yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan kontrol yang bertujuan
melakukan dan menyembunyikan tindakan kecurangan, kecurangan tidak dapat terjadi.
Wolfe dan Hermanson (2004) memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa banyak
kecurangan, terutama beberapa yang bernilai miliaran dolar, tidak akan terjadi tanpa
pelaku memiliki kapabilitas yang tepat. Kesempatan membuka pintu untuk curang,
insentif dan rasionalisasi menarik pelaku lebih dekat ke pintu, tapi pelaku harus
memiliki kapabilitas untuk mengenali kesempatan untuk berjalan melalui pintu tersebut

untuk melakukan tindak kecurangan dan menyembunyikannya.

Menurut Wolf & Hermanson (2004), ciri-ciri penting perlu ada untuk melakukan
kecurangan, terutama untuk kecurangan yang berjumlah besar serta jangka waktu yang
lama, meliputi kombinasi kecerdasan, posisi, ego, coercion dan kemampuan untuk
menangani dengan baik stres. Posisi orang tersebut atau fungsi dalam organisasi dapat
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memberikan kapabilitas untuk membuat atau mengeksploitasi kesempatan untuk
curang. Potensi pelaku harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami dan
mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi, fungsi, atau
akses berwenang menguntungkannya. Kecurangan terbesar yang dilakukan oleh orang-
orang cerdas, berpengalaman, dan kreatif dengan pemahaman yang solid tentang kontrol
perusahaan dan kerentanannya. Pengetahuan ini digunakan untuk meningkatkan

tanggung jawab seseorang atas akses atau wewenang atas sistem atau aset.
A-B-C ANALISIS : White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)

Model kecurangan A-B-C memodifikasi vektor probabilitas atas perluasan Fraud
Triangle yang mengakibatkan kecurangan. Ramamoorti et al. (2009) mengusulkan
model A-B-C untuk analisis dan kategorisasi kecurangan: a bad Apple, a bad Bushel,
and a bad Crop. The bad apple adalah seorang individu, the bad bushel merefer pada
kecurangan kolusi (yang juga sering dikaitkan dengan manajemen), dan the bad crop

mengacu pada mekanisme budaya dan sosial yang mempengaruhi kejadian kecurangan.

Ramamoorti et al. (2009) mencatat bahwa berdasarkan temuan dari ACFE (2010),
individu, atau the bad apple, kira-kira berusia antara 45 dan 55, memiliki gelar sarjana,
telah bekerja dengan perusahaan selama 10 sampai 15 tahun, dan umumnya memiliki
masa lalu yang bersih. The bad bushel menunjukkan bahwa dinamika kelompok tertentu
mendorong atau memfasilitasi kecurangan, dan mungkin dicontohkan oleh kecurangan
kolusi. Salah satu kontribusi yang signifikan dari Ramamoorti et al. (2009) adalah
konsep the bad crop, yang menunjukkan kekurangan moral di bagian atas organisasi,

dan kekurangan ini meluas di seluruh organisasi dan mungkin budaya dan masyarakat.
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Fraud Gone

Teori GONE yang dikenalkan oleh Jack Bologne dalam buku Fraud Auditing and
Forensic Accounting: New Tools and Techniques (1995). Jack Bologne berpendapat

bahwa akar penyebab korupsi ada empat, yaitu:

+ Greeds (keserakahan) adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah

yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

»  Opportunities (kesempatan) adalah berkaitan dengan keadaan organisasi,
instansi atau masyarakat yang  sedemikian rupa, sehingga terbuka

kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

*  Needs (kebutuhan) adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan
oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Sikap
mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan

yang tidak pernah usai.

« Exposures (pengungkapan) adalah berkaitan dengan tindakan atau
konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku
diketemukan melakukan kecurangan, hukuman yang dijatuhkan kepada

pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

Faktor-faktor di atas secara potensial menjadi pemicu terjadinya perilaku
kecurangan. Apabila salah satu dari empat elemen di atas dapat diminimalisir, maka

tingkat terjadinya kecurangan akan semakin rendah.
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Fraud Pentagon

Fraud pentagon merupakan teori terbarukan yang menggali lebih dalam tentang
faktor pemicu kecurangan. Teori ini diusulkan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011.
Teori kecurangan pentagon (Fraud Pentagon) merupakan perpanjangan dari teori
Fraud Triangle yang sebelumnya diajukan oleh Cressey. Teori Fraud pentagon Crowe
adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa ada lima elemen yang mendasari
kecurangan seseorang: peluang, tekanan, rasionalisasi, kompetensi, dan kesombongan.
Horwath (2011) menyatakan bahwa di lingkungan saat ini, teori Fraud triangle dapat
diperluas menjadi teori pentagon (Horwath, 2011), dimana faktor kompetensi dan

arogansi karyawan menjadi faktor pendukung kecurangan yang dapat terjadi.

Dalam teori ini ditambahkan dua unsur lain yaitu kecurangan yaitu kompetensi
(kompetensi) dan arogansi (kesombongan). Menurut Horwath (2009) Kesombongan
adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengendalian
internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku baginya. Sedangkan kompetensi adalah
elemen kesempatan yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengendalikan
pengendalian internal dan mengendalikan situasi demi keuntungannya sendiri.
Sementara arogansi adalah perilaku superioritas dan keserakahan dari penjahat yang
percaya bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak diterapkan padanya (Horwath,

2011).
Studi-Studi Lain

Riset lain yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor peluang, motivasi, dan
rasionalisasi di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cohen et al. (2011).
Riset Cohen et al. (2011) dilatarbelakangi oleh argumen bahwa rasionalisasi merupakan
faktor yang paling sulit dinilai oleh auditor. Cohen et al. (2011) menggunakan teori
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Fraud Triangle dan teori planned behavior (TPB) secara kompelementer, di mana TPB
digunakan untuk menjelaskan bagaimana rasionalisasi terbentuk. Berdasarkan integrasi
kedua teori tersebut, maka variabel yang diteliti terdiri dari insentif atau tekanan,
peluang, kemudian rasionalisasi dibagi menjadi sikap terhadap fraud, norma subjektif,
control perilaku persepsian, tanggung jawab moral, sesuai dengan TPB. Cohen et
al.(2011) melakukan studi atas 39 kasus skandal korporasi di US antara tahun 1992-
2005 dengan metoda content analysis dan menggunakan data dari artikel pers (media
massa). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa TPB dapat digunakan untuk

menjelaskan faktor rasionalisasi dari Fraud Triangle.

Hasil-hasil penelitian model-model di atas merupakan beberapa temuan model
yang merupakan pengembangan Fraud Triangle. Banyak penelitian telah dilakukan,
namun demikian banyak cukup banyak kelemahan yang memungkinkan untuk
dilakukan penelitian kembali mengingat kecurangan manusia sangat beragam. Dengan
banyaknya hasil riset kecurangan maka akan meningkatkan upaya penanggulanan
kecurangan secara preventif serta pendeteksian kecurangan dapat ditingkatkan dimasa

yang akan datang.
2.4. Kecurangan (Fraud)

Kecurangan (Fraud) dalam suatu organisasi masih menjadi persoalan besar saat
ini, baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Banyak kasus besar kecurangan
terjadi di dunia, seperti Enron, WorldCom, Toshiba, serta berbagai bentuk kecurangan
lainnya. Kecurangan yang terjadi beberapa tahun terakhir baik di dunia belum
menunjukkan perubahan yang signifikan penurunannya, walaupun telah dilakukan
berbagai upaya dari lembaga-lembaga otoritas dan pengawasan untuk

menanggulanginya. Hasil survei Price waterhouse Coopers (PWC), KPMG, serta The
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Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menunjukkan nilai yang masih tinggi
sampal saat ini. Demikian juga dengan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di

Indonesia masih menunjukkan nilai yang cukup tinggi.

Menurut ACFE (2016), dari 3 (tiga) tipe kecurangan yang mempunyai urutan
paling tinggi menyumbang tingkat kerugian yaitu kecurangan pelaporan keuangan.
Kecurangan pelaporan keuangan menyebabkan kerugian yang besar yaitu sekitar
$975.000, korupsi menyebabkan kerugian sekitar $200.000, dan penyalahgunaan aset
menyebabkan kerugian sekitar $125.000. Hasil survei PWC (2016) melaporkan
Indonesia termasuk dalam Negara berkembang yang meningkat persentase

kecurangannya yaitu sebesar 34% ditahun 2011 menjadi 40% ditahun 2014.

Hasil dari The KPMG Integrity Survey 2013 yang didasarkan pada responden
lebih dari 3500 pegawai Amerika Serikat menemukan bahwa; kecurangan banyak
terjadi dari lingkungan internal perusahaan atau institusi, mayoritas pegawai (76%)
melaporkan bahwa mereka menemukan ada sesuatu yang salah dalam 12 bulan
sebelumnya. Hasil ini tidak terlalu berbeda dengan hasil survei tahun 2009 dan tahun
2005 sebesar 74%. Pada survei tahun 2009, jumlah penyalahgunaan aset di fungsi
akuntansi dan keuangan sebesar 17% meningkat menjadi 30% pada tahun 2013. Begitu
juga penyalahgunaan aset di fungsi administrasi dan manajemen umum sebesar 21%

pada tahun 2009 meningkat menjadi 28% pada tahun 2013.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI memuat temuan-temuan hasil
pemeriksaan yang merupakan permasalahan yang ada baik pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah maupun BUMN dan BUMD. Permasalahan yang ada dapat berupa

kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian
negara, kekurangan penerimaan (berdampak finansial) dan penyimpangan administrasi,

ketidakhematan, ketidakefektifan, atau ketidakfisienan (tidak berdampak finansial).

Kemudian berdasarkan hasil LHP BPK RI, terdapat permasalahan ketidakpatuhan
yang cukup signifikan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, ketidakpatuhan ini
berdampak pada potensi kerugian, penyimpangan/kelemahan administrasi,
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan LHP BPK
RI 2014, terdapat kasus kelemahan administrasi 2.802 kasus, ketidakhematan 210 kasus,
ketidakefisienan 6 kasus, serta ketidakefektifan 405 kasus dengan total nilai 5,13

trilyun.

Ditahun 2015 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl (LHP BPK RI), BPK
menemukan 956 permasalahan ketidakpatuhan, senilai Rp.19,41 triliun. Jumlah tersebut
terdiri dari 550 permasalahan yang ketidakpatuhan berdampak finansial senilai
Rp.18,11 triliun, dan 406 permasalahan penyimpangan administrasi, ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp.1,29 triliun. Ketidakpatuhan tersebut
termasuk pula 98 permasalahan ketidakhematan senilai Rp.223,47 miliar, 1
permasalahan ketidakefisienan, 62 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp.5,60
triliun, serta kelemahan administrasi sebanyak 374 permasalahan. LHP BPK RI 2015
ditemukan 956 permasalahan ketidakpatuhan, senilai Rp19,41 triliun. LHP BPK
tersebut juga melaporkan bahwa  permasalahan pencatatan, penatausahaan dan
pelaporan kurang memadai atas persediaan sebesar Rp5,60 triliun dan atas Aset Tetap

sebesar Rp.4,89 triliun.
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Permasalahan ketidakpatuhan juga terjadi pada kekurangan penerimaan dan
penyimpangan administrasi. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di pemerintah
daerah, namun juga terjadi di kementerian atau lembaga-lembaga di pemerintah pusat
serta BUMN/BUMD dengan nilai yang juga material walau nilainya tidak sematerial di

pemerintah daerah.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE,2016) mendefinisikan
Fraud sebagai “A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material
fact to induce another to act to his or her detriment” atau “kesengajaan atas salah
pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah
fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau
tindakan yang merugikannya”. Ernst and Young (2009) mendefinisikan fraud sebagai
tindakan kesengajaan yang dibuat oleh entitas, mengetahui bahwa tindakan tersebut
dapat mengakibatkan kepemilikan manfaat yang melanggar hukum. Kecurangan
(Fraud) menurut BPK RI adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang

dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

Kecurangan akuntansi (fraud) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang
dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan
keuangan (Wells, 2007). Tujuan kecurangan ini dilakukan dengan motivasi negatif
guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu. Fraud juga
menggunakan pengelabuan peraturan, serta mencari celah peraturan untuk tujuan
keuntungan tertentu. Berdasar deskripsi tersebut dapat diartikan bahwa Fraud
Kecurangan Akuntansi diartikan sebagai adanya kebijakan dan cara, tindakan,

penyembunyian, kelicikan, dan penyamaran yang tidak semestinya secara sengaja, yaitu
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dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan asset organisasi yang bertujuan

mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan pihak lain.

Fraud dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok kecurangan. Association

of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebagai salah satu asosiasi di Amerika Serikat

yang melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan kecurangan akuntansi

mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu:

a)

b)

Kecurangan Laporan Keuangan: Suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat
atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi
keuangan sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian
laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan.

Penyalahgunaan Aset: Penyalahgunaan / pencurian aset atau aset perusahaan
atau pihak lain. Ini adalah bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi
karena dapat diukur.

Korupsi: Jenis kecurangan ini paling sulit dideteksi karena melibatkan kerja
sama dengan pihak lain. Jenis kecurangan ini paling lazim di negara berkembang
yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran dakan tata kelola
yang baik sehingga faktor intergritasnya masih dipertanyakan. Bentuk-bentuk
korupsi antara lain: penyalahgunaan wewengan/konflik kepentingan (conflict of
interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal

gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bentuk kecurangan laporan keuangan

adalah: (a) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen

pendukungnya; (b) Penyajian yang salah; (c) Salah penerapan prinsip secara sengaja;

dan (d) Ketidaktepatan asset. Empat bentuk kecurangan di atas merupakan sinyal
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adanya Kecenderungan Kecurangan Akuntansiberdasar PSAK No. 1 (IAl, 2004).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi dapat dilakukan dengan
memanfaatkan berbagai sumber penipuan baik berupa pemalsuan atau penyembunyian
bukti-bukti transaksi, penyajian informasi dan laporan keuangan yang tidak benar,
ataupun salah saji akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap asset.
2.4.1. Pencegahan Kecurangan

Menurut Zimbelman et al. (2014), pencegahan kecurangan dapat dilakukan
dengan beberapa cara. Dua hal yang utama adalah menciptakan budaya kejujuran,
keterbukaan, dan memberi dukungan serta mengeliminasi kesempatan terjadinya
kecurangan.
1. Menciptakan Budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberi dukungan

a. Menciptakan lingkungan kerja yang positif
Lingkungan kerja yang positif tidak terjadi secara otomatis, hal tersebut
harus dipupuk. Tiga elemen yang berkontribusi pada penciptaan lingkungan
kerja yang positif yang akan membuat organisasi kurang rentan terhadap
kecurangan antara lain; (1) menciptakan ekspektasi terkait kejujuran melalui
kode etik dan menyampaikannya ke seluruh bagian organisasi, (2) memiliki
kebijakan yang sifatnya terbuka dan mudah diakses, dan (3) memiliki
prosedur operasional dan personel yang positif.

b. Mempekerjakan orang yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran akan
adanya kecurangan. Dengan melakukan penyaringan terhadap pelamar kerja
secara efektif, sehingga hanya calon pegawai “jujur” yang akan dipekerjakan
menjadi sangat penting.

c. Mengimplementasikan program dukungan untuk pegawai.
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Perusahaan yang memberikan pelatihan mengenai cara yang efektif untuk
menangani tekanan pribadi kepada para pegawainya mengeliminasi banyak
potensi kecurangan.
2. Mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan

a. Memiliki sistem pengendalian internal yang baik
Menurut COSO, kerangka kerja pengendalian internal sebaiknya mencakup:
(1) lingkungan pengendalian yang baik, (2) sistem akuntansi yang baik, (3)
aktifitas pengendalian yang baik, (4) pengawasan, dan (5) komunikasi dan
informasi yang baik.

b. Mengurangi kerjasama antara pegawai dan pihak lain dan memberitahu
pemasok dan kontraktor terkait kebijakan perusahaan.
Kecurangan yang melibatkan kerjasama biasanya paling sulit terdeteksi dan
seringkali melibatkan jumlah yang sangat besar. Kecurangan Kkolusi
seringkali lebih lambat berkembang dibandingkan kecurangan yang
dilakukan oleh satu individu.

c. Mengawasi pegawai dan memiliki sistem whistle blowing
Pengawasan secara seksama mempermudah pendeteksian dini. Hal ini juga
akan mencegah kecurangan karena pelaku yang akan melakukannya
menyadari bahwa “orang lain melihat”.

d. Membuat ekspektasi hukuman
Salah satu penghalang terbesar tindakan tidak jujur adalah hukuman.
Kebijakan penuntutan yang tegas dan sesuai untuk dipublikasikan membuat
pegawai tahu bahwa hukuman yang tegas akan dikenakan terhadap pelaku

tindakan tidak jujur.
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e. Melakukan audit kecurangan secara proaktif
Organisasi yang melakukan audit kecurangan secara proaktif meningkatkan
kesadaran diantara pegawai bahwa tindakan mereka ditinjau. Dengan
meningkatnya ketakutan akan tertangkap, auditing secara proaktif

mengurangi perilaku kecurangan.
2.5. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)

Menurut ACFE (2005), penyalahgunaan aset adalah penyalahgunaan/pencurian
asset atau harta perusahaan atau pihak lain. Skema Misappropriasi Aset termasuk
kondisi dimana orang-orang melakukan kecurangan dan tipu daya untuk mencuri atau
menyalahgunakan sumber daya organisasi. Dalam kasus ini, aset organisasi diambil
langsung yang menguntungkan individu yang melakukan kecurangan. Jenis-jenis
Individu yang melakukan penyalahgunaan asset, antara lain: karyawan dari sebuah
organisasi, pelanggan atau vendor dari sebuah organisasi, atau bisa juga individu yang
tidak terkait dengan organisasi korban. Menurut Karim et al. (2015), penyalahgunaan
aset melibatkan pencurian aset entitas yang sering dilakukan oleh karyawan dalam
jumlah yang relatif kecil dan immaterial dan biasanya lebih mampu menyembunyikan

penyelewengan dengan cara yang sulit untuk dideteksi.

Penyalahgunaan aset mencakup berbagai cara, seperti pengajuan peningkatan
biaya fiktif, pencurian atau perubahan cek, penipuan transfer ke rekening bank, kolusi
dengan pelanggan dan pemasok seperti melebih-lebihkan faktur pembelian, penjualan
aset organisasi dibawah harga, dan karyawan melakukan perdagangan untuk
kepentingan sendiri (Turner, 2008). Majid (2014) menyatakan penyalahgunaan aset
terjadi ketika karyawan menggunakan kendaraan dinas, komputer, dan fasilitas untuk

kepentingan pribadi. Menurut Association of Fraud Examiners, kecurangan terjadi
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ketika seorang karyawan sengaja menyalahgunakan aset di organisasinya bekerja.
Kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pemisahan tugas serta kurangnya

hukuman yang efektif untuk kejahatan kerah putih ini (Huefner, 2011).

Riset-riset tentang penyalahgunaan aset masih sangat terbatas. Menurut Nugraha
et al. (2013) penelitian tentang penyalahgunaan aset masih sangat terbatas, hal ini
dinyatakan juga oleh Strand et al. (2002) yang melakukan penelitian yang menghasilkan
studi kasus guna meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengenali potensi
terjadinya penyalahgunaan aset. Salah satu hasil penelitian menyimpulkan ketika
eksternal auditor melakukan investigasi kecurangan, auditor lebih cenderung fokus
terhadap kecurangan atas pelaporan keuangan, namun auditor internal lebih
menekankan pada jenis kecurangan yang lebih luas, termasuk pemyalahgunaan aset

(Chadwick 2000).

Baik survei kecurangan ACFE Report to The Nation on Occupational Faud &
Abuse maupun Integrity Survey KPMG mengungkapkan bahwa kecurangan pekerjaan
sangat umum terjadi dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kedua studi
tersebut juga melaporkan bahwa kecurangan pekerjaan dapat secara signifikan
dikurangi dengan menggunakan pencegahan kecurangan secara proaktif dan dengan
mendeteksi langkah-langkah yang diambil, seperti saluran pengaduan, pelatihan etika,
dan audit. Studi ACFE menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset sejauh ini merupakan

bentuk umum dari kecurangan pekerjaan.

Penelitian telah menunjukkan bahwa dari ketiga jenis penyalahgunaan aset,
kecurangan yang melibatkan pembelian yang paling umum dan mahal untuk organisasi.
Skema penyalahgunaan aset paling sering melibatkan pencurian uang tunai, meskipun

hal ini tidak selalu terjadi. Dalam penelitian terbaru oleh Association of Certified Fraud
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Examiners, sekitar 85% dari semua kasuspenyalahgunaan aset yangterlibat adalah
penyalahgunaan kas (ACFE, 2014). Penelitian akademis di bidang penyalahgunaan aset
masih sedikit (kebanyakan studi akademis tentang kecurangan berfokus pada
kecurangan laporan keuangan). Akibatnya, banyak penelitian tentang penyalahgunaan

aset dilakukan oleh organisasi profesi.

Beberapa kecurangan penyalahgunaan aset cukup besar menghasilkan salah saji
material dari laporan keuangan organisasi, tanpa sepengetahuan atau niat untuk menipu
manajemen. Sementara auditor umumnya lebih peduli tentang salah saji laporan
keuangan daripada penyalahgunaan aset, penyelewengan aset yang besar berpotensi

mengancam ekonomi sebuah organisasi.

Penyalahgunaan aset adalah masalah utama untuk organisasi di seluruh dunia.
Beberapa penelitian bahkan telah menyatakan bahwa organisasi kehilangan sebanyak
5% dari pendapatan tahunan untuk kecurangan seperti penyalahgunaan aset (ACFE,
2013). Survei mengenai kecurangan secara periodik dilakukan dilakukan oleh ACFE
report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse dan Integrity survei oleh KPMG
serta PWC. Survei yang dilakukan ACFE report to the Nation on Occupational Fraud
& Abuse membahas tiga jenis kecurangan terhadap organisasi, yaitu; penyalahgunaan

aset, korupsi, dan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan.

Survei Report To The Nations ACFE 2014 of Global Study On Occupational
Fraud And Abuse yang dilakukan ACFE tahun 2014 yang didasarkan pada 1483 kasus
kecurangan yang dilaporkan dalam studi ACFE di 100 negara oleh pemeriksa
kecurangan tersertifikasi (certified fraud examiners-CFE) mengindikasi beberapa hasil
yang signifikan. Hasil survei tersebut menunjukkan; rata-rata kerugian yang disebabkan

oleh kecurangan penyalahgunaan aset dalam studi tersebut mencapai 85% dan
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menyebabkan kerugian sekitar $130.000; partisipan studi tersebut memperkirakan
organisasi kehilangan 5% pendapatan tahunan akibat adanya kecurangan atau
setidaknya mencapai $3,7 triliun; rata-rata lamanya waktu skema kecurangan adalah 18
bulan; sebagian besar skema kecurangan pekerjaan dalam studi tersebut (lebih dari
77%) dilakukan oleh pegawai bagian akuntansi, penjualan, manajemen puncak, layanan
pelanggan, atau departemen pembelian. Hasil survei serupa ACFE 2018 yang dilakukan
olen pemeriksa kecurangan tersertifikasi (certified fraud examiners-CFE)
mengindikasikan menunjukkan Penyalahgunaan aset merupakan tipe kecurangan yang
banyak terjadi, dengan rata-rata persentase kerugian 89% dan menyebabkan nilai
kerugian sekitar $114.000. Sedangkan hasil survei ACFE 2016 chapter Indonesia,

menunjukkan ada 41 kasus kecurangan penyalahgunaan aset.

Hasil survei kecurangan Global Economic Crime and Fraud Survey 2016, PWC
yang dilakukan oleh PWC dengan 6000 responden dari seluruh dunia selama 24 bulan
menunjukkan bahwa berdasarkan tipe kecurangan, kecurangan penyalahgunaan aset
berada di posisi tertinggi yaitu 64%. Hasil survei PWC tahun 2018 menunjukkan 49%
responden mengatakan perusahaannya mengalami kecurangan, meningkat 36% dari
tahun 2016. kecurangan penyalahgunaan aset berada di posisi tertinggi yaitu 45%.
Menurut hasil survei PWC tahun 2016, Indonesia termasuk dalam negara berkembang
yang meningkat persentase kecurangannya yaitu 34% ditahun 2011 menjadi 40%
ditahun 2014. Hasil survei kecurangan PWC 2018 di Asia Fasific juga menunjukkan
hasil yang tinggi yang meningkat persentase kecurangannya dari 30% menjadi 46%

ditahun 2018.

Data Iktisar Hasil Pemeriksaan BPK RI per Semester (IHPS) tahun 2015, 2016,

dan 2017 menunjukkan jumlah kasus dan nilai kerugian negara, potensi kerugian
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negara, serta penyimpangan administrasi bernilai material terutama di pemerintahan
daerah di Indonesia. Permasalahan ketidakpatuhan di pemerintahan Indonesia bukan
hanya terjadi di pemerintah daerah, namun juga terjadi di kementerian atau lembaga-
lembaga di pemerintah pusat serta BUMN/BUMD dengan nilai yang juga material

walaupun nilainya tidak sebesar kerugian di pemerintah daerah.

Sebagai contoh, berdasarkan IHPS BPK-RI 2015, data permasalahan
ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian negara di pemerintahan daerah
menunjukkan sejumlah besar kasus dengan nilai yang tinggi. Permasalahan
ketidakpatuhan tersebut antara lain: belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 48 kasus
dengan nilai 22,2 milyar; belanja perjalanan dinas ganda atau melebihi standar sebanyak
249 kasus senilai 50,4 milyar; belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif sebanyak 48
kasus dengan nilai 23,5 milyar; penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
sebanyak 58 kasus dengan nilai 22 milyar. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan
yang menyebabkan potensi kerugian negara di pemerintah daerah antara lain: aset
dikuasai pihak lain sebanyak 59 kasus dengan nilai 93,4 milyar dan aset yang tidak
diketahui keberadaannya sebanyak 46 kasus senilai 284,3 milyar. Sedangkan
berdasarkan IHPS 2016, terdapat kerugian sebanyak 121 kasus dan potensi kerugian

127 kasus.

IHPS BPK-RI 2016 melaporkan bahwa terdapat ketidakpatuhan pemerintah
daerah yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 957 permasalahan senilai Rp 418
milyar, potensi kerugian Negara sebanyak 255 permasalahan senilai Rp 1.554 milyar,
kekurangan penerimaan sebanyak 301 permasalahan senilai Rp 627 milyar, serta
penyimpangan administrasi sebanyak 397 permasalahan. Ketidakpatuhan pemerintah

daerah tersebut termasuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan atas
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permasalahan, antara lain meliputi; biaya perjalanan dinas ganda 4 masalah, belanja
tidak sesuai melebihi ketentuan 14 masalah, pemahalan harga 7 masalah, kelebihan
pembayaran 5 masalah, Aset tidak diketahui keberadaannya 10 masalah, bukti
pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid 13 masalah, penyimpangan peraturan
bidang pengelolaan perlengkapan 12 masalah, kepemilikan aset tidak/belum didukung

bukti sah 9 masalah.

IHPS BPK-RI 2017 melaporkan bahwa terdapat ketidakpatuhan pemerintah
daerah yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 556 permasalahan senilai Rp 207
milyar, potensi kerugian Negara sebanyak 205 permasalahan senilai Rp 1.717 milyar,
kekurangan penerimaan sebanyak 221 permasalahan senilai Rp 125 milyar, serta
penyimpangan administrasi sebanyak 291 permasalahan. Ketidakpatuhan pemerintah
daerah tersebut termasuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan Undang-undang
atas pengelolaan aset, antara lain meliputi; aset tidak diketahui keberadaannya ada 6
permasalahan sebesar 145 milyar, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan
perlengkapan 17 permasalahan, serta kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah

20 permasalahan.

Hasil survei statistik kecurangan lain yang dilakukan ACFE didasarkan pada 1483
kasus kecurangan yang dilaporkan dalam studi ACFE pada tahun 2014 di 100 negara
oleh pemeriksa kecurangan tersertifikasi (certified fraud examiners-CFE) mengindikasi

beberapa hasil yang signifikan. Adapun beberapa hasil survei tersebut menunjukkan;

- Kecurangan pekerjaan dan penyalahgunaan aset akan membebankan biaya

dalam jumlah besar dalam satu organisasi. Rata-rata kerugian yang disebabkan
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oleh kecurangan penyalahgunaan aset dalam studi tersebut mencapai 85% dan
menyebabkan kerugian sekitar $130.000.

- Partisipan dalam studi itu memperkirakan organisasi kehilangan 5% pendapatan
tahunan akibat adanya kecurangan. Dengan mengacu pada Gross World Product
2013, jumlah 5% dapat diartikan kerugian akibat kecurangan itu setidaknya
mencapai $3,7 triliun.

- Skema kecurangan pekerjaan dapat menjadi sangat sulit dideteksi. Rata-rata
lamanya waktu skema kecurangan adalah 18 bulan, sejak waktu dimulainya
kecurangan hingga kecurangan tersebut akhirnya terdeteksi.

- Sebagian besar skema kecurangan pekerjaan dalam studi tersebut lebih dari 77%
kecurangan tersebut dilakukan oleh pegawai bagian akuntansi, penjualan,

manajemen puncak, layanan pelanggan, atau departemen pembelian.

Indikasi permasalahan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian negara antara
lain: belanja perjalanan dinas fiktif, ganda, atau melebihi standar; belanja atau
pengadaan barang/jasa fiktif; penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi;
belanja tidak sesuai ketentuan. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan yang
menyebabkan potensi kerugian negara antara lain: aset dikuasai pihak lain (tanah,
kendaraan, aset lainnya) dan aset tidak diketahui keberadaannya (mesin, peralatan, serta
aset lainnya). Sedangkan indikasi permasalahan ketidakpatuhan yang menyebabkan
penyimpangan administrasi antara lain: bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak
valid; bukti perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid; penyimpangan peraturan bidang
pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara; pertanggungjawaban/penyetoran
uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan; serta kepemilikan aset belum

didukung bukti yang sah.
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Permasalahan penyimpangan administrasi di pemerintah daerah juga
menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibanding area pemeriksaan lainnya.
Penyimpangan administrasi tersebut antara lain: bukti pertanggungjawaban tidak
lengkap/tidak valid ada 650 kasus; bukti perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid
sebanyak 36 kasus; penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau
barang milik negara sebanyak 512 kasus; kepemilikan aset belum didukung bukti yang

sah ada 286 kasus.

Data pemeriksaan di kememterian dan lembaga di pemerintah pusat juga
menunjukkan nilai yang material walaupun tidak sebesar permasalahan di pemerintah
daerah. Ketidakpatuhan di pemerintah pusat antara lain; biaya perjalanan dinas ganda
atau melebihi standar sebanyak 66 kasus senilai 16,2 milyar; belanja atau pengadaan
barang/jasa fiktif sebanyak 8 kasus senilai 2,5 milyar; penggunaan uang/barang untuk
kepentingan pribadi sebanyak 8 kasus senilai 3,4 milyar; aset dikuasai pihak lain
sebanyak 15 kasus senilai 168,7 milyar; aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 14
kasus senilai 178,5 milyar; dan juga terdapat penyimpangan administrasi yang cukup
signifikan nilainya. Begitupun dengan IHPS semester 2 tahun 2016, data menunjukkan
nilai ketidakpatuhan yang signifikan terutama pemeriksaan di pemerintah daerah.

2.5.1. Skema Penyalahgunaan Aset

Beberapa ahli telah mengkategorikan skema penyalahgunaan aset, seperti; Joseph
T. Wells (2007); Zimbelman et al. (2014); Singleton dan Bologna (2006); serta ACFE
(2005). Secara garis besar skema penyalahgunaan aset ini dapat dikatagorikan kedalam
Pencurian kas dan Pencurian non kas.

Wells (2007) mengembangkan taksonomi kecurangan yang lebih kompleks dan

terinci. Wells (2007) membagi penyalahgunaan aset ke dalam dua kategori utama, yaitu;

76



(1) pencurian kas dan (2) pencurian persediaan dan aset lainnya. Secara rinci katagori

tersebut dibagi lagi kedalam rincian berikut;

(1) Pencurian Kas, dibagi kedalam katagori berikut;

a. Pencurian (larceny), yakni secara sengaja mengambil kas tanpa izin dan

bertentangan dengan kehendak pemberi kerja,

b. Skimming, yakni melakukan pemindahan kas dari entitas korban sebelum

dilakukan entri ke sistem akuntansi, dan

c. Kecurangan pengeluaran. Kecurangan pengeluaran terdiri dari;

Penagihan: Seluruh skema yang memungkinkan seseorang membuat
pemberi kerjanya mengeluarkan pembayaran dengan mengajukan faktur
untuk barang atau jasa fiktif, faktur yang nilainya dibuat lebih saji, atau
faktur pembelian untuk kepentingan pribadi.

Pemalsuan cek. Seluruh skema yang memungkinkan seseorang mencuri
dana dari pemberi kerjanya dengan memalsukan atau mengubah cek
pada satu akun bank yang dimiliki organisasi, atau mencuri cek yang
dikeluarkan organisasi secara sah untuk penerima lainnya.

Pembayaran kembali sejumlah biaya: Seluruh skema yang
memungkinkan pegawai membuat klaim untuk pembayaran kembali
biaya perusahaan yang bersifat fiktif atau yang telah digelembungkan
nilainya.

Penggajian: Seluruh skema yang memungkinkan pegawai membuat

klaim yang salah atas kompensasi.
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e Transfer: Seluruh skema yang memungkinkan seseorang mencuri dana
pemberi kerjanya dengan secara curang mentransfer dana tersebut ke
pihak luar.

e Pengeluaran register kas: Seluruh skema yang memungkinkan pegawai
membuat kesalahan entri pada register kas untuk menyembunyikan
kecurangan dalam perpindahan nilai kas.

(2) Penyalahgunaan aset selain kas (termasuk persediaan). Penyalahgunaan aset
ini dibagi ke dalam dua kelompok:

a. Penyalahgunaan/disalahgunakan. Aset yang disalahgunakan tetapi tidak
dicuri, biasanya termasuk kendaraan perusahaan, perlengkapan perusahaan,
computer, sekuritas, informasi dan peralatan kantor. Aset ini juga digunakan
oleh beberapa pegawai untuk melakukan pekerjaan pribadi dalam jam
kantor.

b. Pencurian. Cara yang digunakan untuk mencuri properti perusahaan
perusahaan cukup beragam, mulai dari pencurian dengan cara sederhana,
seperti, berjalan-jalan dengan properti perusahaan hingga skema yang lebih
kompleks yang melibatkan pemalsuan dokumen dan catatan. Pencurian
biasanya melibatkan pengambilan persediaan dan aset lainnya dari
perusahaan, tanpa berusaha menyembunyikannya dalam pembukuan dan
catatan atau “menilai” ketiadaannya.

Menurut ACFE, penyalahgunaan aset dapat dikategorikan sesuai dengan jenis
skema yang berbeda. Skema penyalahgunaan aset tersebut, antara lain: skimming,
pencurian uang tunai, kecurangan pengeluaran, dan pencurian non tunai dan

penyalahgunaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
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e Skimming: kecurangan ini merupakan tindakan-tindakan di mana dana diambil
oleh pelaku sebelum dana tercatat dalam catatan keuangan organisasi.
Skimming bisa terjadi pada titik penjualan, piutang, atau dari pengembalian
uang.

e Pencurian uang tunai:kecurangan ini mengacu pada tindakan kecurangan yang
melibatkan pencurian dana setelah uang tersebut direkam. Kas biasanya dicuri
dari uang tunai di tangan, seperti dari kasir atau kas kecil, atau diambil dari
deposit.

e Kecurangan pengeluaran:kecurangan ini mencakup berbagai skema: 1) skema
penagihan yang melibatkan pengusaha dengan melakukan pembayaran
berdasarkan faktur palsu untuk pembelian pribadi; 2) Mengubah atau
penempatan cek organisasi untuk penggunaan pribadi; 3) Penggantian biaya
klaim palsu dari pengeluaran bisnis fiktif; 4) skema penggajian menyerupai
skema penagihan pembayaran yang didasarkan pada dokumentasi palsu, seperti
timecards; dan 5) daftar pengeluaran kas dengan entri data palsu atau transaksi
"tidak ada penjualan™ untuk menyembunyikan penghapusan uang tunai.

e Penyalahgunaan asset non-tunai:kecurangan ini dilakukan dengan skema
melibatkan orang-orang di mana karyawan mencuri atau menyalahgunakan aset
non-kas organisasi, seperti persediaan atau peralatan untuk kepentingan pribadi

mereka sendiri.
2.6. Greed (keserakahan)
Greed (Keserakahan) adalah satu dari tujuh kekurangan karakter dasar atau ciri

kepribadian yang gelap. Semua orang memiliki potensi kecenderungan serakah, namun

pada orang yang memiliki ketakutan kuat akan kekurangan, Keserakahan bisa menjadi
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pola yang dominan. Ketujuh ciri kepribadian yang gelap itu adalah Stubbornness,
Arrogance, Impatience, Self-Destruction, Self-Deprecation, Martyrdom, dan
Greed.Greed merupakan salah satu aspek yang memicu terjadinya fraud. Riset-riset
sebelumnya mendukung pendapat ini. Literatur mendefinisikan keserakahan sebagai
keinginan yang egois dan berlebihan lebih dari yang dibutuhkan (Seuntjens et al. 2014;
Haynes et al. 2014 dan suatu kecenderungan untuk memanipulasi dan mengkhianati
orang lain untuk keuntungan pribadi (Veselka, Giammarco, dan Vernon, 2014).
Kemudian Albrecht et al. (2004) yang menguji kecurangan laporan keuangan dari
perspektif teori manajemen, mengidentifikasi sembilan faktor yang secara bersama
menciptakan storm kecurangan yang sempurna, yang salah satunya adalah greed pada

sebagian besar orang.

Meher Baba (1967) mendiktekan bahwa keserakahan adalah keadaan kegelisahan
hati, dan terutama terdiri dari keinginan akan kekuasaan dan harta benda. Kekayaan dan
kekuasaan dicari untuk memenuhi keinginan. Manusia hanya sebagian terpuaskan
dalam usahanya untuk memiliki pemenuhan Keinginannya, dan penggemar kepuasan
parsial ini dan meningkatkan rasa hasratnya daripada memadamkannya. Dengan
demikian, keserakahan selalu menemukan medan penaklukan yang tak ada habisnya
dan membuat pria itu tak berdaya tidak puas. Keserakahan adalah kecenderungan
keinginan egois, menggenggam dan menimbun. Hal ini  didefinisikan sebagai:
keinginan yang egois atau berlebihan untuk mendapatkan lebih dari yang dibutuhkan
atau pantas, terutama uang, kekayaan, makanan, atau barang lainnya. Nama lain untuk
keserakahan yaitu ketamakan. Keinginan egois dan berlebihan secara luas dianggap

tidak bermoral, pelanggaran hukum alam.
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Bologna  (1995) dalam konsep Fraud Gone menyatakan bahwa greeds
(keserakahan) adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial
ada di dalam diri setiap orang. Pendapat ini juga didukung oleh Tunley (2010) yang
membuktikan bahwa manfaat kecurangan dimotivasi oleh kebutuhan atau keserakahan,
dengan kesempatan yang sering bertindak sebagai stimulus. Rae & Subramanian (2008)
juga menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kecurangan adalah

keserakahan dan tekanan keuangan pribadi.

Keserakahan terkait dengan keinginan yang tidak terpuaskan. Blum (1972)
menemukan bahwa banyak yang menghubungkan kesuksesan mereka dengan
keserakahan inheren korban. Kemudian Braithwaite (1992) berpendapat bahwa
keserakahan secara sosial dibangun sebagai keinginan yang tak terpuaskan yang yang
tidak pernah dapat dipuaskan. Manfaat kesejahteraan ditargetkan oleh pelaku
kecurangan secara sistematis, yang sebagian besar dimotivasi oleh keserakahan dan
dipengaruhi oleh perhitungan rasional bahwa deteksi dan penuntutan untuk kecurangan
yang menguntungkan tidak mungkin terjadi (Tunley, 2010). Keserakahan melibatkan
komponen-komponen seperti: Pengalaman awal yang negatif, Kesalahpahaman tentang
sifat diri, kehidupan atau orang lain, Rasa takut dan rasa tidak aman yang konstan,
Strategi maladaptif untuk melindungi diri, dan seorang personal yang menyembunyikan

semua hal di atas saat dewasa.

Keserakahan adalah kerinduan yang luar biasa atau tak terpuaskan, terutama untuk
kekayaan, status, kekuatan, atau makanan. Sebagai konsep psikologis sekuler,
keserakahan adalah keinginan yang terlalu besar untuk memperoleh atau memiliki lebih
dari satu kebutuhan. Tingkat ketidakpedulian terkait dengan ketidakmampuan untuk

mengendalikan perumusan "keinginan" yang diinginkan "kebutuhan" dieliminasi.
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Konsekuensi dari aktivitas serakah mungkin adalah ketidakmampuan untuk
mempertahankan biaya atau beban apa pun yang terkait dengan apa yang telah atau
sedang diakumulasikan, yang menyebabkan terjadinya bumerang atau kerusakan, baik
dari diri sendiri atau lebih umum. Jadi, tingkat "ketidakpedulian™ keserakahan berkaitan

dengan jumlah kesia-siaan, kedengkian atau beban yang terkait dengannya.

Keserakahan dimotivasi setelah kebutuhan terpenuhi atau ada pergeseran antara
kebutuhan dan keserakahan. Braithwaite (1997) menyimpulkan bahwa keserakahan
memotivasi kejahatan setelah kebutuhan terpenuhi. Sebuah pergeseran kognitif dari
kebutuhan kepada keserakahan, berpotensi mendukung gagasan tentang perubahan
motivasi atas manfaat kecurangan, pada dasarnya merupakan perubahan dari
ketegangan (disebabkan oleh keadaan) menjadi pilihan rasional (ketamakan). Kemajuan
dari kebutuhan menjadi keserakahan juga menunjukkan tujuan yang bergeser dan

berpotensi bergantung pada kreativitas, tipuan dan inovasi lanjutan.

Tindakan dan cara kerja keserakahan meliputi; adanya kebutuhan yang menarik,
adanya komitmen berisiko, adanya kepuasan singkat, dan adanya realitas yang keras.
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) keserakahan yang mendasari hasrat,
bagaimanapun, adalah keresahan yang mengerikan, ketakutan utama akan kekurangan
atau kekurangan, meskipun ini cenderung lebih tidak sadar daripada sadar. (2) Bila
"kebutuhan" itu dirasakan dengan kuat maka seseorang terpaksa melakukan banyak
waktu dan energi untuk mencari dan memperoleh barang Anda, menyingkirkan semua
hal lain. (3) Terkadang seseorang bisa meraih kesuksesan dalam mendapatkan apa yang
Anda cari. Pada saat-saat ketika objek keinginan yang sukar dipahami benar-benar ada

di tangan, seseorang akan mengalami perasaan kemenangan dan lega yang benar-benar

82



memabukkan. (4) Seseorang mungkin kemudian mengalami frustrasi saat merasakan

kesenangan semacam itu, terutama mengingat investasi waktu dan energi.

2.10. Lingkungan dan Lingkungan Kerja Psikososial

Lingkungan adalah suatu kondisi fisik, geografis, biologis, sosial, budaya dan
politik yang mengelilingi individu, organisasi dan yang pada akhirnya menentukan
bentuk dan sifat kelangsungan hidupnya (Emeka et al.2014). Lingkungan
mempengaruhi bagaimana organisasi berusaha. Konsep lingkungan kerja adalah suatu
yang bersifat komprehensif termasuk aspek fisik, psikologis dan sosial yang
meningkatkan kondisi kerja. Lingkungan kerja melibatkan semua aspek yang bertindak
dan bereaksi pada tubuh dan pikiran dari seorang karyawan (Mehboob dan Bhutto,
2012). Kohun (1992), mendefinisikan lingkungan kerja sebagai hal keseluruhan yang
terdiri dari keseluruhan kekuatan, tindakan dan faktor lain yang berpengaruh saat ini
dan, atau berpotensi bersaing dengan aktivitas dan kinerja karyawan. Lingkungan kerja
adalah jumlah dari keterkaitan yang ada di dalam karyawan dan diantara karyawan dan

lingkungan karyawan bekerja.

Emeka et al. (2014) mempertimbangkan lingkungan dalam tiga tingkatan:
lingkungan internal; lingkungan mikro/lingkungan tugas/ lingkungan operasi; serta
lingkungan makro/lingkungan umum/lingkungan vyang jauh.Lingkungan internal
merupakan faktor internal penting yang memiliki bantalan pada strategi dan keputusan
lainnya, yang meliputi; sistem nilai, misi dan tujuan, struktur manajemen dan alam,
hubungan daya internal, sumber daya manusia, citra perusahaan dan brand equity, faktor
lain-lain. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi; sistem ekonomi, sistem sosial,
sistem moneter, sistem politik/hukum, sistem lingkungan, tugas/mikro/lingkungan
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operasi, pemasok, pelanggan, pesaing, masyarakat, makro/lingkungan umum,
lingkungan ekonomi (sistem ekonomi, kebijakan ekonomi, kebijakan infrastruktur,

perbankan, asuransi, pasar uang, pasar modal.

Salah satu bentuk lingkungan adalah lingkungan tugas atau lingkungan kerja.
Banyak akademisi telah berusaha mengkonsepkan lingkungan kerja. Konsep lingkungan
kerja adalah suatu yang bersifat komprehensif termasuk aspek fisik, psikologis dan
sosial yang meningkatkan kondisi kerja. Lingkungan kerja melibatkan semua aspek
yang bertindak dan bereaksi pada tubuh dan pikiran dari seorang karyawan (Mehboob
dan Bhutto, 2012). Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja adalah jumlah dari
keterkaitan yang ada antara karyawan dan pengusaha dan lingkungan di mana karyawan

bekerja yang meliputi hal teknis, manusia dan lingkungan organisasi (Oludeyi, 2015).

Mehboob dan Bhutto (2012) mengkatagorikan lingkungan dengan sangat luas
dimana menggabungkan hal yang bersifat fisik (misalnya kebisingan, peralatan, panas),
dasar-dasar pekerjaan itu sendiri (misalnya, beban kerja,tugas, kompleksitas) fitur bisnis
yang luas (misalnya budaya, sejarah) serta latar belakang bahkan ekstra bisnis
(pengaturan misalnya industri, hubungan pekerja). Sedangkan karakteristik lingkungan
kerja adalah: 1) komunikasi jelas dan terbuka, 2) stabilitas kehidupan kerja, 3)
ketidakberpihakan, 4) konsistensi dan prediktabilitas situasi. Sedangkan Sedarmayanti
(2001) membagi jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu : (a) Lingkungan kerja
fisik merupakan suatu keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar temapat kerja
yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung (b)
Lingkungan kerja non fisik merupakan semua keadaan terjadi yang berkaitan dengan
hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun dengan hubungan sesama rekan

kerja, ataupun dengan bawahan.
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Lingkungan Kerja Psikososial

Domain dari lingkungan kerja berisi dua bagian kondisi kerja fisik dan psikososial
(Arsalani et al. 2011). Lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan itu adalah lingkungan
fisik, lingkungan psikososial, dan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan (Njenga,
2014). Berdasarkan riset yang dilakukan Njenga (2014) aspek lingkungan psikososial
yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dibandingkan

dengan dua aspek lingkungan lainnya.

Lingkungan psikososial, menurut Briner (2002) dan Caplan (1984)adalah faktor
psikososial di tempat kerja yang mengacu pada interaksi antara dan di antara lingkungan
kerja, konten pekerjaan, kondisi organisasi dan kapasitas pekerja, kebutuhan, budaya,
pertimbangan ekstra-pekerjaan pribadi yang mungkin, melalui persepsi dan
pengalaman, pengaruh kesehatan, prestasi kerja dan kepuasan kerja. Faktor psikososial
lingkungan kerja umumnya dianggap sebagai salah satu isu yang paling penting dalam
masyarakat kontemporer dan masa depan. Hal ini mengacu pada interaksi antara
lingkungan dan kondisi, kondisi organisasi, fungsi dan isi dari pekerjaan, usaha,
karakteristik individu pekerja dan orang-orang dari anggota keluarga mereka (Vischer,
2008). Oleh karena itu, sifat dari faktor psikososial yang kompleks. Aspek kerja
psikososial mempengaruhi Kkinerja karyawan melalui beban kerja dikelola; kontrol
pribadi atas pekerjaan; dukungan dari rekan sejawat dan supervisor; hubungan yang
positif di tempat kerja; peran cukup jelas; dan rasa kontrol atau keterlibatan dalam
perubahan di tempat kerja (Njenga, 2014).

Faktor-faktor psikososial dalam lingkungan kerja harus menjadi pertimbangan
penting bagi perusahaan dalam mempekerjakan karyawannya. Salah satu alasan
sederhana adalah karena faktor psikososial berhubungan dengan kesejahteraan serta
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keselamatan kerja dari pekerja yang bersangkutan. Faktor psikososial dalam
lingkungan kerja yang tidak diperhatikan memiliki konsekuensi. Banyak  perusahaan
lupa bahwa memperhatikan dan memberi penghargaan yang pantas pada
pekerjanya bukan hanya cukup dengan materi atau gaji yang pantas saja
sebagai kompensasi. Sebagai manusia yang tentu saja perlu dimanusiawikan,
perhatian terhadap pekerja sepanjang proses pekerjaan itu dilakukan tentu saja
merupakan hal yang juga penting untuk dilaksanakan. Bila karyawan bersikap

loyal terhadap tempat kerja maka perusahaan wajib memberikan reward yang sesuai.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut Chandrasekar (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan
kerja adalah: Goal-setting, Performance feedback, Peran Harmoni, Proses,Insentif
Kerja, Dukungan Pengawas, Mentoring / pembinaan, Kesempatan Penerapan, Bantuan

Job, Faktor lingkungan, Faktor Fisik.

Sedangkan faktor-faktor psikososial lingkungan kerja terbagi atas beberapa
bagian. Caplan (1984) mengatakan bahwa faktor-faktor  psikososial — adalah
interaksi yang terjadi ditengah dan diantara lingkungan Kerja, isi pekerjaan, kondisi
organisasi dan kapasitas serta kebutuhan pekerja, budaya dan pertimbangan pribadi
dengan yang berlebih, melalui persepsi dan pengalaman serta berpengaruh pada

kesehatan, kinerja dan kepuasan.

Johansson & Rubenowitz (1994) menjelaskan faktor-faktor psikososial dalam

lingkungan kerja yang memiliki pengaruh dalam kinerja sebagai berikut :
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a)

b)

d)

Pengaruh dan kontrol pekerjaan: Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa
dilihat antara lain seperti pengaruh tingkatan kerja, pengaruh metode kerja,
pengaruh alokasi kerja dan kontrol teknis serta pengaruh peraturan kerja.

Iklim terhadap penyelia: Iklim yang bisa dilihat adalah kontak dengan penyelia,
saat penyelia meminta saran dan masukan terhadap masalah-masalah yang
dengan pekerjaan, saat penyelia memberikan pertimbangan  sudut pandang
tertentu dan memberikan infonnasi yang dibutuhkan serta iklim
berkomunikasi dalam organisasi atau perusahaan.

Rangsang dari kerja itu sendiri: Hal-hal yang diperhatikan adalah apakah
pekerjaan tersebut menarik dan menstimulasi individu untuk bekerja atau
tidak, apakah pekerjaan tersebut bervariasi dan terbagi-bagi atau tidak,
kesempatan untuk mempergunakan bakat dan keterampilan, kesempatan untuk
belajar banyak hat baru dari pekerjaan dan perasaan keseluruhan tentang
pekerjaan yang dilakukan.

Hubungan dengan rekan kerja: Hal-hal yang diperhatikan antara lain adalah
hubungan dan kontak dengan rekan kerja, pembicaraan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan pekerjaan dengan rekan kerja, perluasan pengalaman dalam
suasana kerja yang menyenangkan, diskusi tentang masalah yang berkaitan
dengan pekerjaan dan penghargaan rekan kerja sebagai seorang teman yang
baik atau bukan.

Beban kerja secara psikologis: Beberapa hal yang dipertimbangkan adalah
stres kerja, beban kerja, perasaan lelah dan kejenuhan sehabis bekerja

yang meningkat, ada atau tidaknya kemungkinan untuk relaksasi dan
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beristirahat saat bekerja dan beban mental yang ditimbulkan oleh pekerjaan

itu sendiri.

2.12. MODEL TEORITIS DAN ROADMAP PENELITIAN

Model teoritis dalam penelitian disertasi ini dikembangkan dari Teori Atribusi dan

Fraud Triangle, dengan teori pendukung vyaitu: Social Learning Theory (SLT) dan

Social Exchange Theory (SET) serta Fraud Triangle. Sedangkan Roadmap penelitian ini

dikembangkan dari Fraud Triangle dan beberapa teori Fraud sesudahnya. Secara garis

besar Roadmap dan model teoritis rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

2.12.1. ROADMAP PENELITIAN

Roadmap penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

The Fraud
Scale,
Albrecht et
al. 1984).

Fraud Triangle
(Cressey, 1953)

Fraud Triangle of Fraud
Diamond Fraud Action Pentagon
(Wolfe & (Albrecht et al. (Crowe
Hermanson & Kranacher, Howarth,

merrememenend

(2008) 2011). 2011)

Meta Model

(Dorminey
etal. 2012)

Penelitian yang
dilakukan
(2019)

Fraud Gone
(Bologna,
1995)

AN
[/

ABC Model MICE New FT Model
(Ramamoorti, (Kranacher | |[Kassem &
2009) etal2011). | Migsen 2012)

Gambar 2.2. Roadmap Penelitian

Disposition-
Based Fraud
Model,
Vasant
Raval, 2016.

Pengembangan
Multi-

perspective
Fraud Model

Roadmap penelitian ini dimulai sejak Fraud Triangle dikembangkan oleh Donald

Cressey pada tahun 1953. Telah banyak penelitian yang berhubungan dengan Fraud
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Triangle. Fraud Triangle memberikan model konseptual efisien yang luas sebagai
bantuan untuk masyarakat anti-fraud dalam memahami anteseden kecurangan. Model-
model tambahan berusaha untuk mengidentifikasi anteseden psikologis atau sosiologis
tambahan (kepribadian dan karakteristik perilaku) untuk menggambarkan orang-orang
cenderung ke arah kecurangan. Model-model yang dikembangkan sebagai perpanjangan
Fraud Triangle ini, antara lain: Triangle of Fraud Action,Fraud Scale, M.1.C.E., Fraud
Diamond, the A-B-C analysis of white-collar crime, dan Fraud GONE. Sebagian

model-model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Triangle of Fraud Action : Sebuah pengembangan dari Fraud Triangle dengan nama
Triangle of Fraud Action atau disebut Elemen Kecurangan (Albrecht et al. 2006;
Kranacher et al. 2011).Fraud Triangle mengidentifikasi kondisi di mana kecurangan
dapat terjadi, sedangkan Triangle of Fraud Action menggambarkan tindakan seseorang
yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut. Tiga komponen dari the Triangle

of Fraud Action adalah the act, concealment, and conversion.

The Fraud Scale: The Fraud Scale dikembangkan melalui analisis dari 212 kecurangan
pada awal tahun 1980 (Albrecht et al. 1984).Albrecht et al. (1984) mengusulkan The
Fraud Scale, yang bergantung pada dua komponen dari Fraud Triangle, tekanan dan

peluang, tapi menggantikan rasionalisasi dengan integritas pribadi.

Akronim M.I.C.E: Akronim MICE yang dikembangkan dari Fraud Triangle
dikembangkan oleh Kranacher et al. (2011).M-I-C-E memodifikasi sisi tekanan dari
Fraud Triangle, karena menyediakan perluasan dari motivasi diluar tekanan keuangan.

Uang dan ego tampaknya motivasi umum untuk melakukan kecurangan.
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Fraud Diamond: Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa Fraud Triangle
dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pencegahan kecurangan dan pendeteksian

dengan mempertimbangkan unsur keempat, yaitu; Kapabilitas.

A-B-C Analisis: White Collar Crime: Model kecurangan A-B-C memodifikasi vektor
probabilitas atas perluasan Fraud Triangle yang  mengakibatkan kecurangan.
Ramamoorti et al. (2009) mengusulkan model A-B-C untuk analisis dan kategorisasi

kecurangan: a bad Apple, a bad Bushel, and a bad Crop.

Fraud Gone: Teori GONE yang dikenalkan oleh Jack Bologne dalam buku Fraud
Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques (1995). Jack Bologne
berpendapat bahwa akar penyebab korupsi ada empat, yaitu:Greed, Opportunities,

Needs, Exposures.

Fraud Pentagon: Fraud pentagon merupakan teori terbarukan yang menggali lebih
dalam tentang faktor pemicu kecurangan. Teori ini diusulkan oleh Crowe Howarth pada
tahun 2011. Teori kecurangan pentagon (Fraud Pentagon) merupakan perpanjangan
dari teori Fraud Triangle yang sebelumnya diajukan oleh Cressey. Teori Fraud
pentagon Crowe adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa ada lima elemen yang
mendasari kecurangan seseorang: peluang, tekanan, rasionalisasi, kompetensi, dan

kesombongan.

Studi-Studi Lain: Cukup banyak studi-studi yang telah dilakukan seperti yang tampak
di Gambar 3. Roadmap Penelitian. Cohen et al. (2011) jugatelah menggunakan teori
Fraud Triangle dan teori planned behavior (TPB) secara kompelementer, di mana TPB

digunakan untuk menjelaskan bagaimana rasionalisasi terbentuk.
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Dengan demikian penelitian ini merupakan pengembangan dari model-model

penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan Fraud, namun model penelitian

kecurangan yang terkait dengan Penyalahgunaan aset belum banyak dikaji peneliti

padahal memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis kecurangan lainnya. Menurut

Fisher (2012) kecurangan tidak dapat bersifat universal. Dengan demikian penelitian ini

akan sangat berkontribusi terhadap riset-riset kecurangan yang ada sebelumnya.

2.12.2. MODEL TEORITIS

Model teoritis penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.3 berikut.

Lingkungan
Kerja Psikososial

Fraud Triangle
(Cressey. 1953)

Rasionalisasi

Social Learning
Theory
(Bandura 1986)

Tek. Keuangan
Kesempatan

Greed

Teori Atribusi

Atr.Internal &

Atr. Eksternal
(Frizt Heider, 1958)

Intensitas
Moral

)} Modelling

Peer Influence

Social Exchange
Theory (Thibant &
Harlod
Kelley,1959)

v

Reward
Cost
Outcome

Outcome

Expectancies

Gambar 2.3. Model Teoritis

Kecenderungan
Kecurangan
Penyalahgunaan
Aset

Model yang diajukan adalah Multi-perspective fraud (Wells, 2005; Ramamoorti,

2008; Krambia-kapardis, 2016; Lokanan, 2015; Reinstein & Bayou, 1998; Fisher,

2015)yang terdiri dari faktor individu (rasionalisasi, tekanan keuangan, greed, dan

intensitas moral), faktor organisasi (kesempatan), faktor sosial (Peer influence dan

Outcome expectancies), dan faktor Lingkungan (Lingkungan Kerja Psikososial).
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2.13. Model Penelitian

Skema Model penelitian dalam penelitian disertasi ini digambarkan pada gambar

2.4 sebagai berikut:

H5a, H3b
Héa, H6b

F

aktor Individu

Rasionalisasi

- Tekanan Keuangan
- Greed
- Intensitas Moral

Faktor Sosial

- Peer Influence

- Qutcome
Expectancies

H5d, H6d

H3c, Héc

Faktor Lingkungan

H3,
H6,

Lingkungan kerja

Psikososial

Faktor Organisasi
- Kesempatan

Asset
Misappropriation
Tendency

Gambar 2.4. Skema Model Penelitian

Skema model penelitian di atas dijabarkan dalam jalur model penelitian gambar

2.5 berikut ini;
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Peer —--- Faktor
Influence Sosial

,

H Bb
Outcome
Intensitas Expectancies
Moral

Asset
Misappropriation

Hﬁc Tendencv

“\ Kesempatan

Faktor

Organisasi
‘ H8
Tekanan
............... Faktor
Ling. Kerja H4 === ?  Lingkungan

Psikososial

Gambar 2.5. Model Penelitian
Model penelitian ini diturunkan berdasarkan model teoritis pada gambar 2.5
serta pengembangan hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H1: Peer Influence berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Penyalahgunaan
Aset
H2: Outcome expectancies berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan
Penyalahgunaan Aset
H3: Kesempatan berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Penyalahgunaan Aset
H4: Lingkungan kerja psikososial berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan
Penyalahgunaan Aset.
H5: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Penyalahgunaan Aset
H5a: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap Peer Influence

H5b: Rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap Outcome Expectancies
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H5c: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap Kesempatan

H5d: Rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap Lingkungan Kerja Psikososial

H6: Intensitas Moral berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Penyalahgunaan
Aset

H6a: Intensitas Moral berpengaruh negatif terhadap Peer Influence

H6b: Intensitas Moral berpengaruh positif terhadap Outcome Expectancies,

H6c: Intensitas Moral berpengaruh negatif terhadap Kesempatan

H6d: Intensitas Moral berpengaruh positif terhadap Lingkungan Kerja Psikososial

H7: Greed berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Penyalahgunaan Aset

H7a: Greed berpengaruh positif terhadap Kesempatan

H8: Tekanan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Penyalahgunaan
Aset

H8a: Tekanan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kesempatan.

2.14. PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.143. Kesempatan  (peluang) berpengaruh  dengan  kecenderungan
penyalahgunaan Aset.

Kesempatan (peluang) yang dimasukkan sebagai faktor organisasi dalam
penelitian ini merupakan kesempatan (peluang) persepsian. Kata “persepsi” juga sangat
penting dalam menjelaskan faktor peluang. Hal tersebut menekankan bahwa peluang
merupakan keyakinan atau persepsi individu bahwa ada peluang untuk melakukan
tindakan kecurangan. Oleh sebab itu, peluang persepsian mencakup juga faktor
kapabilitas yang dimiliki individu untuk melakukan kecurangan. Individu yang tidak
mempunyai Kkapabilitas tidak akan merasakan suatu peluang riil seperti adanya
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kelemahan dalam sistem pengendalian internal sebagai peluang bagi dirinya untuk
melakukan kecurangan. Dorminey et al. (2012) menjelaskan peluang persepsian sebagai
persepsi individu bahwa ada kelemahan pengendalian dan persepsi bahwa kemungkinan
fraud terdeteksi sangat kecil (remote).

Kesempatan akan membuka jalan terjadinya kecurangan, hal ini akan membuka
jalan terjadinya kecurangan, walaupun pada awalnya tidak ada niat dari dalam diri
pelaku untuk melakukannya. Kesempatan atau peluang merupakan salah satu faktor
yang membentuk Fraud Triangle (Cressey, 1953) dan telah didukung oleh peneliti-
peneliti berikutnya sebagai faktor yang mempengaruhi kecurangan. Peluang yang
dimaksud oleh Cressey ini adalah peluang yang dirasakan individu. Semakin tinggi
peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan maka semakin tinggi
kemungkinan tindakan kecurangan dilakukan. Ketika peluang meningkat maka fraud
juga meningkat (Cohen et al. 2011). Kassem dan Higson (2012) juga menyatakan
bahwa fraud bisa ditimbulkan oleh tekanan, rasionalisasi, atau semata-mata oleh
peluang.

Penelitian  yang menghubungkan control internal (peluang) dengan
penyalahgunaan aset dilakukan olen Majid et al. (2010) yang melakukan studi di
Malaysia untuk mengeksplorasi pendapat pegawai otoritas lokal mengenai
penyalahgunaan aset. Hasil penelitian menyatakan kurangnya kontrol internal
merupakan dalam faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan aset.Lebih
lanjut, Kenyon dan Tilton (2006) juga mengatakan bahwa kontrol internal yang lemah,
kurangnya pengawasan, pemisahan memadai tugas dapat menciptakan kesempatan
untuk melakukan kecurangan. Pengendalian intern yang kurang baik akan membuka

adanya Kesempatan untuk melakukan kecurangan termasuk kecurangan
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penyalahgunaan aset.Peluang yang terbuka tidak membutuhkan kerjasama dengan pihak
lain dalam melakukan kecurangan. Lokanan (2015) juga menyatakan kesempatan tidak
mengakomodir perilaku kolusi. Semakin peluang tercipta, pelaku kecurangan tidak
memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan tindakannya. Kesempatan
tidak mempertimbangkan kerjasama kriminal (Dorminey et al.2010). Kolusi dianggap
sebagai pengaruh langsung terkuat terhadap komisi kecurangan dengan efek yang lebih
rendah timbul dari kesempatan untuk melakukan kecurangan (Sitorus & Scot, 2008).

Kesempatan (peluang) yang ada dalam organisasi memainkan peran kunci dalam
terjadinya suatu kecurangan, baik kecurangan pengelolaan aset maupun bentuk
kecurangan lainnya. Kesempatan atau peluang itu mengacu pada kemampuan dan
kekuatan seorang karyawan untuk mewujudkan kelemahan dari sistem organisasi dan
mengambil keuntungan dari itu dengan membuat kecurangan yang memungkinkan (Rae
dan Subramanian, 2008). Menurut Association of Fraud Examiners, kecurangan terjadi
ketika seorang karyawan sengaja menyalahgunakan aset di organisasinya bekerja.
Kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pemisahan tugas serta kurangnya
hukuman yang efektif untuk kejahatan kerah putih ini (Huefner, 2011).

Penelitian terkait dengan kesempatan (peluang) telah cukup banyak dihubungkan
dengan kecurangan laporan keuangan. Beberapa peneliti sebelumnya banyak meneliti
proksi-proksi yang terkait dengan kesempatan kecurangan laporan keuangan. Skousen
et al. (2008) mengidentifikasi lima proksi tekanan dan dua proksi kesempatan (peluang)
yang secara signifikan terkait dengan kecurangan laporan keuangan. Banyaknya jumlah
anggota independen komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan.
Hasnanet al. 2008 menyatakan perusahaan yang terlibat dalam pelaporan keuangan

yang tidak benar secara signifikan memiliki struktur tata kelola perusahaan serta

96



memiliki kualitas audit lebih rendah dan direktur dari luar yangovercommitted.
Kemudian Lou & Wang (2009) menyatakan kecurangan pelaporan keuangan dan
kesempatan berpengaruh yang diproksikan dengan transaksi dengan pihak terkait,
jumlah pakar auditor internal, investasi ekuitas, hak arus kas pemegang saham. Hasnan
et al. (2013) meneliti kembali proksi ini dan menyatakan kesempatan (peluang) untuk
kecurangan dengan proksi multiple directorhips, dan kualitas audit secara positif dan
signifikan terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan.

Banyak pendapat yang menyatakan pengendalian intern adalah suatu hal yang
membuka peluang (kesempatan) terjadinya suatu kecurangan. Summers dan Sweeney
(1998) menyatakan kondisi keuangan yang buruk mungkin mengindikasikan lingkungan
pengendalian intern yang lemah, suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya
kecurangan. Bell & Carcello (2000) menunjukkan bahwa faktor risiko signifikan yang
termasuk dalam model kecurangan adalah lemahnya lingkungan pengendalian internal,
interaksi antara lingkungan pengendalian yang lemah dan sikap manajemen yang agresif
terhadap pelaporan keuangan.Lingkungan perusahaan yang paling cenderung mengarah
pada kecurangan pelaporan keuangan ditandai dengan praktik akuntansi yang
mendorong tip pada manajemen laba (Hasnanet al. 2008). Internal kontrol yang efektif
dan kuat diperlukan untuk mengurangi kesempatan terlibat dalam kecurangan pelaporan
keuangan (Doinea et al. 2012). Studi yang di Indonesia oleh Prayatna& fitriany (2014)
menyatakan Kketidakfektifan pengendalian internal yang disebabkan kurangnya
kepakaran komite audit menunjukkan hubungan yang positif untuk terjadinya suatu

kecurangan.

Tata kelola perusahaan yang tidak baik juga meningkatkan kesempatan terjadinya

kecurangan. Analisis Skousen & Wright, (2006) menghasilkan sejumlah faktor penting
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yang terkait tekanan dan kesempatan. Perusahaan menunjukkan peningkatan
kecurangan pelaporan keuangan: kepemilikan manajer lebih dari 5%, kepemilikan
manajemen dan direktur akan meningkatkan kecurangan, frekuensi kecurangan pada
perusahaan tidak memiliki komite audit, jika CEO sama dengan ketua.Bell & Carcello
(2000) menyatakan faktor risiko signifikan yang termasuk dalam model adalah
lemahnya lingkungan pengendalian internal, pertumbuhan perusahaan yang cepat,
profitabilitas relatif yang tidak memadai atau tidak konsisten, manajemen memberi
penekanan yang tidak semestinya pada pemenuhan proyeksi pendapatan, manajemen
berbohong kepada auditor, status kepemilikan (publik vs swasta) entitas. Tata kelola
perusahaan yang efektif, termasuk dewan direksi, komite audit, dan pengendalian
internal, dan juga auditor eksternal, memainkan peran kunci dalam mengurangi
kesempatan untuk melakukan kecurangan (Hogan, 2008).Kesempatan merupakan driver
langsung dari komisi fraud serta mempengaruhi fraud melalui mediasi kolusi dan
penghindaran hukuman (Sitorus & Scot, 2009). Aghghaleh et al.(2014) menyatakan
ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi terkait dengan penurunan tingkat
kecurangan laporan keuangan. Jumlah anggota komite audit dan jumlah anggota dewan

komisaris proksi untuk kesempatan.

Berdasarkan konsepsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesempatan
(peluang) telah dibuktikan dari studi sebelumnya sebagai faktor yang berpengaruh
langsung dengan kecurangan terutama yang berhubungan dengan kecurangan laporan
keuangan dan korupsi.  Banyak penelitian yang meneliti proksi-proksi untuk
kesempatan, seperti tata kelola dan pengendalian internal. Kurangnya kontrol internal
merupakan dalam faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan aset (Majid,

2010).
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Pengendalian intern yang kurang baik akan membuka adanya Kesempatan untuk
melakukan kecurangan termasuk kecurangan penyalahgunaan aset. Hubungan variabel
Kesempatan dan Kecenderungan penyalahgunaan aset didalam model yang
dikembangkan berlandaskan Teori Atribusi dan Fraud Triangle. Penelitian empiris yang
mengaitkan kesempatan persepsian dengan kecenderungan kecurangan penyalahgunaan
aset masih minim dilakukan, padahal kecenderungan kecurangan penyalahgunaan aset
ini memiliki karakteristik dan skema yang berbeda dengan kecurangan laporan
keuangan, apalagi jika kecurangan penyalahgunaan aset yang dilakukan di sektor
pemerintah.

Berdasarkan argumen dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dapat dihipotesiskan
bahwa semakin tinggi persepsi atas Kesempatan seorang individu maka semakin tinggi
kecenderungan terjadinya penyalahgunaan aset. Dengan demikian, patut diduga bahwa
Kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset, yang
dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Kesempatan (peluang) berpengaruh positif terhadap kecenderungan

penyalahgunaan Aset.

2.14.5. Hubungan Rasionalisasi dengan Kecenderungan Penyalahgunaan Aset

Rasionalisasi memungkinkan seseorang melakukan kecurangan dengan mencari
pembenaran atas tindakan tidak etis yang dilakukannya. Menurut Fraud Triangle, salah
satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan adalah rasionalisasi.
Rasionalisasi merupakan proses kognitif sehingga secara alami bersifat internal (Cohen
et al. 2010). Rasionalisasi melibatkan perubahan persepsi seseorang tentang situasi atau
lingkungan sosial untuk membenarkan perilaku mereka (Festinger, 1962). Menurut

Murphy dan Dacin(2011), ada tiga jalur menuju terjadinya kecurangan melalui: 1)
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kurangnya kesadaran karena faktor situasional yang kuat, 2) rasionalisasi
dikombinasikan dengan intuisi moral sebelum melakukan kecurangan, dan 3)
rasionalisasi setelah melakukan kecurangan. Jadi rasionalisasi memainkan peran kunci
dalam dua dari tiga jalur tersebut. Rasionalisasi tampaknya mana-mana, baik secara
teoritis maupun empiris (Callahan, 2004). Hal ini diperparah dengan perilaku orang
yang melakukan rasionalisasi tidak segan-segan terus melakukan kecurangan namun
mereka percaya diri sebagai individu yang bermoral dan individu yang taat hukum.

Hasil penelitian ini mendukung teori fraud triangle yang di kemukakan Cressey
(1953) bahwa rasionalisasi merupakan salah satu elemen terjadinya fraud. Menurut
Cressey (1953) agar terjadinya kecurangan, masing-masing tiga kriteria harus hadir:
tekanan yang dirasakan, peluang dirasakan, dan rasionalisasi. Hasil penelitian ini
selaras penelitian yang terkait dengan rasionalisasi dari beberapa peneliti sebelumnya
yang mengindikasikan rasionalisasi berhubungan dengan kecurangan. Seseorang
merasionalisasi tindakan tidak jujur agar tidak merasa bersalah (Zimbelman et al,
2014), ketika seseorang dapat merasionalisasikan perilaku kecurangan yang akan
dilakukannya maka seseorang itu akan memiliki kecenderungan melakukan kecurangan
semakin tinggi.

Krambia-Kapardis (2016) menekankan pentingnya  rasionalisasi, karena
rasionalisasi memungkinkan penjahat kerah putih menganggap diri mereka sebagai
individu yang bertanggung jawab secara moral yang hanya terpaksa karena keadaan
bertindak tidak etis. Ketika seseorang dapat merasionalisasikan kecurangan perilaku
yang akan dilakukannya maka seseorang itu akan memiliki kecenderungan melakukan
kecurangan semakin tinggi. Menurut Zimbelman et al. (2014), seseorang

merasionalisasi tindakan tidak jujur agar tidak merasa bersalah. Rasionalisasi seringkali
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memungkinkan dilakukannya tindakan kecurangan. Sementara itu menurut teori
cognitive dissonance, rasionalisasi sebagai upaya untuk menurunkan perasaan disonansi
(Festinger, 1962) atau perasaan bersalah (Bandura, 1989).

Studi empiris yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih banyak meneliti
rasionalisasi dengan kecurangan laporan keuangan. Salah satu studi yang dilakukan di
Indonesia dilakukan oleh Prayatna & Fitriany (2014) yang menyatakan probabilitas
peningkatan tingkat penyimpangan akuntansi tidak terpengaruh oleh rasionalisasi.
Beberapa peneliti lainnya meneliti proksi-proksi yang terkait dengan rasionalisasi
kecurangan laporan keuangan. Hasnan et al. 2008 menyatakan rasionalisasi secara
positif dan signifikan terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan adalah perusahaan
yang lebih sedikit terlibat transaksi dengan pihak terkait, pelanggaran sebelumnya dan
founder on board. Kemudian Lou & Wang (2009) menyatakan rasionalisasi secara
signifikan mempengaruhi kecurangan laporan keuangan yang diproksikan dengan
Number in auditor switching dan number in earning affected restatement.

Hasnan et al.(2013) kembali meneliti proksi rasionalisasi dan menyatakan
rasionalisasi terkait dengan perilaku tidak baik sebelumnya dan kepemilikan manajemen
secara positif dan signifikan berhubungan dengan kecurangan laporan keuangan.
Pendapat lainnya atas rasionalisasi kecurangan laporan keuangan dinyatakan Stalebrink
& Sacco (2007) dalam studinya di Austria menyatakan rasionalisasi dari kecurangan
laporan keuangan tidak butuh suatu ulasan dari praktik kecurangan laporan keuangan
yang terjadi sudah baik, namun mungkin seiring waktu termasuk praktik yang
berkembang dari proses belajar.

Beberapa peneliti lain menyatakan ketidakmampuan untuk memproksikan

rasionalisasi pada kecurangan laporan keuangan. Salah satunya Skousen et al. (2008)
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yang menyatakan salah satu kelemahan dari penelitiannya adalah ketidakmampuan
untuk mengidentifikasi variabel yang signifikan untuk dijadikan proksi untuk
rasionalisasi. Aghghaleh et al.2014 juga menyatakan keterbatasan penelitiannya adalah
ketidakmampuan untuk mengidentifikasi proksi rasionalisasi yang tepat. Penelitian
Sitorus & Scot, 2008 menyatakan kesesuaian model teoritis dengan data seperti yang
ditunjukkan oleh indeks SRMR dan jalur antara rasionalisasi dan komisi kecurangan
ternyata tidak signifikan, sebuah proses penelitian eksploratif digunakan untuk
mendapatkan model lebih lanjut.

Berdasarkan konsepsi di atas diketahui rasionalisasi merupakan faktor yang
memotivasi individu melakukan kecurangan. Rasionalisasi merupakan faktor penting
dalam perilaku kecurangan dan sudah banyak dikemukakan oleh banyak peneliti
sebelumnya. Hubungan Rasionalisasi dan Kecenderungan penyalahgunaan aset didalam
model yang dikembangkan berlandaskan teori Fraud Triangle. Studi empiris
menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh langsung dengan kecurangan laporan
keuangan serta banyak studi dilakukan di sektor swasta. Rasionalisasi merupakan suatu
sikap pembenaran diri agar tidak merasa bersalah dalam melakukan suatu tindakan.
Dengan adanya rasionalisasi seseorang dapat melakukan pembenaran atas suatu
tindakan tidak etis, termasuk melakukan kecurangan penyalahgunaan aset. Kecurangan
penyalahgunaan aset ini memiliki karakteristik dan skema yang berbeda dengan
kecurangan laporan keuangan, maka penelitian ini perlu dilakukan.

Berdasarkan argumen dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dapat dihipotesiskan
bahwa semakin tinggi Rasionalisasi seorang individu maka semakin tinggi

kecenderungan terjadinya penyalahgunaan aset. Dengan demikian, patut diduga bahwa
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Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset, yang
dirumuskan sebagai berikut:

H5: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset.
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